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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019

Perekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   SultengPerekat   Rakyat   Sulteng

■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

Prabowo Targetkan 
Renovasi 60 Ribu 
Sekolah Tahun Ini

Herdman
Buka Peluang

Rekrut Pemain 
Naturalisasi Baru 
Timnas Indonesia

Laporan Evaluasi APBD 2026, Wabup 
Abdul Sahid Apresiasi Kinerja 
Banggar DPRD Parigi Moutong

Bulan K3 Nasional, IMIP Bangun Ekosistem Kerja Melalui Tiga Pilar

RABU, 14 JANUARI 2026  |  8 HALAMAN

Baca LAPORAN Hal. 7

Baca HERDMAN Hal. 7

Baca GUBERNUR Hal. 7

Baca PRABOWO Hal. 7

Baca IMIP Hal. 7

Baca 26 DESA Hal. 7

Sebanyak 26 Desa Terdampak Banjir 
Bandang dan Longsor di Donggala 

SULTENG RAYA - Gubernur Sulteng,  
Anwar Hafid melakukan audiensi dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 
Dihadapan Menteri KLH, Hanif Faisol 

Nurofiq, Gubernur Anwar Hafid memapar-
kan polemik tambang-tambang ilegal yang 
berperan aktif dalam merusak lingkungan, 
utamanya yang berada di kawasan Poboya, 

Kota Palu hingga tambang batuan di Ka-
bupaten Donggala.

Gubernur Anwar Hafid dan KLH Satukan 
Langkah Tertibkan Tambang Ilegal 

GUBERNUR SULTENG, Anwar Hafid melakukan audiensi dengan kementerian Lingkungan Hidup RI, Selasa 
(13/1/2026). FOTO: IST

Dalam pertemuan terse-
but, Gubernur Anwar Hafid 
memaparkan berbagai per-
soalan tambang bermasalah 
yang hingga kini masih 
terjadi, khususnya tambang 
ilegal yang beroperasi tanpa 
prosedur dan pengawasan 
memadai. 

Ia menyoroti kondisi tam-
bang di kawasan Poboya, 
Kota Palu, serta tambang 
batuan atau galian C di 
wilayah antara Kota Palu 
hingga Kabupaten Dong-
gala.

“Di Palu itu ada di Po-
boya, tambang ilegal san-

gat banyak dan berbahaya 
karena pengolahan di luar 
prosedur hingga memakan 
korban jiwa. Di antara Palu 
sampai Donggala itu juga 
banyak tambang galian C 
yang beberapa izinnya juga 
sudah kami cabut,” ung-
kap Anwar Hafid, Selasa 
(13/1/2026). 

Menurut mantan Bupa-
ti Morowali ini, praktik 
pertambangan yang tidak 
sesuai aturan telah menim-
bulkan dampak serius, mu-
lai dari kerusakan lingkun-
gan, pencemaran, hingga 
ancaman keselamatan bagi 
masyarakat sekitar. 

Karena itu, penting bagi 
Gubernur Anwar Hafid 
untuk berkolaborasi dengan 
Kementerian Lingkungan 
Hidup untuk memperkuat 
pengawasan serta penega-
kan hukum. 

Sebagai informasi, ham-
pir satu tahun kepemim-
pinan Gubernur Anwar 
Hafid dan Wakil Gubernur 
Reny Lamadjido sejumlah 
tambang yang merugikan 
masyarakat dan lingkungan 
dihentikan izinnya. Bahkan 
tambang nikel yang menye-
babkan banjir di Morowali 
Utara izinnya dihentikan 
sementara hingga perusa-
haan tambang benar-benar 
melaksanakan tugasnya 
membenahi kerusakan di 
lingkungan pemukiman 
masyarakat. 

Untuk itu, Gubernur An-
war Hafid meminta kepada 
Menteri Lingkungan Hidup 
untuk menguatkan lang-
kahnya dalam menindak 
praktik pertambangan yang 
menyalahi aturan. 

PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna 
Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). 
FOTO: ANTARA/YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

SULTENG RAYA - Presiden Prabowo Subianto 
menegaskan komitmen pemerintah untuk memper-
cepat perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh 
Indonesia melalui program renovasi sekolah secara 
masif.

“Tahun ini saja, saya akan renovasi 60 ribu 
sekolah dan seterusnya,” ujar Presiden Prabowo 
dalam peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus 
Malang yang diikuti secara daring melalui Sekreta-
riat Presiden di Jakarta, Selasa.

Kepala Negara menyampaikan saat ini Indonesia 
memiliki sekitar 300 ribu sekolah.

Pemerintah menargetkan seluruh sekolah terse-
but dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya 
dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

JOHN HERDMAN bersama ketum PSSI Erick Thohir. FOTO: CNN 
INDONESIA/ADI IBRAHIM

SULTENG RAYA - Pelatih Timnas Indonesia, 
John Herdman, membuka peluang merekrut pe-
main naturalisasi baru.

Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai 
susunan skuad Garuda sejak 2022, Herdman mel-
ontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru 
dari Eropa.

Herdman menyuarakan soal pemain lain di luar 
dari pilar-pilar yang sudah punya caps.

“Pada akhir Januari atau awal Februari, saya 
akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan 
latihan mereka [pemain-pemain Timnas Indonesia], 
mendengarkan mereka secara langsung, dan juga 
mencari pemain lain yang mungkin siap untuk 
bergabung,” kata Herdman.

ALAT BERAT melakukan normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (13/1/2026). FOTO:  ANTARA/BPBD SULTENG

SULTENG RAYA  - Ba-
dan Penanggulangan Benca-
na Daerah (BPBD) Sulawesi 
Tengah mencatat 26 desa di 
enam kecamatan di Kabupa-
ten Donggala terdampak 
banjir bandang dan tanah 
longsor.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke-
pala BPBD Sulteng Asbu-
dianto mengatakan enam 
kecamatan terdampak yakni 
Tanantovea, Labuan, Sin-
due, Banawa, Banawa Ten-
gah, dan Rio Pakava.

“Total rumah rusak 28 
unit,” katanya saat ditemui 
awak media di Kota Palu, 
Selasa.

Ia mengatakan jumlah 
warga terdampak bencana 
banjir dan tanah longsor se-
banyak 205 kepala keluarga 
(KK) dengan 625 jiwa.

“Terdapat juga kerusakan 
fasilitas umum di wilayah 
bencana seperti dua jem-
batan gantung putus, satu 
jembatan penghubung desa 
terputus, dan satu abutmen 
jembatan rusak,” ucapnya.

WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG, Abdul Sahid menyampaikan 
sambutan pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian 
Laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil evaluasi Gubernur Sula-
wesi Tengah terhadap Raperda APBD Kabupaten Parigi Moutong 
Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Senin 
(12/1/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Wa-
kil Bupati Parigi Moutong, 
Abdul Sahid, menghadiri 
rapat paripurna DPRD Ka-
bupaten Parigi Moutong 
dengan agenda penyampai-
an Laporan Badan Anggaran 
DPRD atas hasil evaluasi 
Gubernur Sulawesi Tengah 
terhadap Rancangan Peratu-
ran Daerah (Raperda) APBD 
Kabupaten Parigi Moutong 
Tahun Anggaran 2026. 

Rapat paripurna dige-
lar di ruang sidang DPRD 
Parigi  Moutong,  Senin 
(12/1/2026).

Mewakili Bupati Pari-
gi Moutong, Abdul Sahid 
menyampaikan apresiasi 
dan ucapan terima kasih 
kepada pimpinan serta se-
luruh anggota DPRD Parigi 
Moutong atas dedikasi dan 
kinerja dalam mengemban 
amanah rakyat, khususnya 

dalam pembahasan dan 
pengawasan kebijakan ang-
garan daerah.

Ia menegaskan, hubungan 
harmonis antara Pemerintah 
Daerah dan DPRD yang 
terbangun melalui sinergi, 
kerja sama, dan koordi-
nasi sebagai mitra sejajar, 
merupakan modal penting 
dalam menjawab berbagai 

PERINGATAN bulan K3 di IMIP. FOTO: DOK. IMIP

SULTENG RAYA —PT 
Indonesia Morowali Indus-
trial Park (IMIP) menggelar 
peringatan  Bulan Kesela-
matan dan Kesehatan Kerja 
(K3) bersama seluruh tenant 
dan mitra kerja lainnya. 

Tak sekadar sebagai sere-
moni  tahunan setiap tanggal 
12 Januari hingga 12 Febru-
ari, momentum tersebut 
sekaligus menjadi refleksi 
dan evaluasi yang relevan 
di kawasan industri dengan 
tingginya intensitas aktivitas 
produksi. 

Disadari, penerapan K3 
bukan hanya sebagai sebuah 
pemenuhan kewajiban hu-
kum, tetapi menjadi regulasi 
perlindungan. 

Saat memimpin langsung 
upacara peringatan terse-
but, Direktur Operasional 
PT IMIP, Irsan Widjaja,  
mengajak seluruh mana-
jemen, karyawan , tenant, 
kontraktor dan pihak lain 
yang terlibat untuk terus 
memperkuat komitmen 
penerapan K3 sebagai nilai 
inti operasional. 

Semua bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas dan 
profesionalisme, menghi-
langkan toleransi terhadap 
tindakan dan kondisi tidak 
aman, serta memantapkan 
kolaborasi dalam penge-
lolaan K3 kawasan.



SULTENG NAMBASO2 SULTENG RAYA
SELASA, 13 JANUARI 2026

SULTENG RAYA – Kasus dugaan 
pembongkaran bak air yang menye-
ret 12 warga Desa Loli Oge, Keca-
matan Banawa, Kabupaten Dong-
gala, ke ranah hukum mendapat 
perhatian serius aparat kepolisian. 
Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge 
bersama kuasa hukum dari LBH 
Rakyat Sulteng melakukan silatu-
rahmi dan dialog langsung dengan 
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Su-
lawesi Tengah (Wakapolda Sulteng), 
Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma 
Putra Rauf, di ruang kerjanya, Senin 
(12/1/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan 
menyusul laporan pihak perusahaan 
tambang galian C ke Polda Sulteng 
terhadap 12 warga yang dituduh ter-
libat pembongkaran bak air. Aliansi 
masyarakat menilai persoalan terse-
but merupakan buntut dari konflik 
lahan dan aktivitas pertambangan 
yang dinilai merugikan warga.

Ketua Tim Kuasa Hukum Alian-
si Masyarakat Desa Loli Oge dari 
LBH Rakyat Sulteng, Firmansyah C. 
Rasyid, S.H., didampingi advokat 
rakyat Agussalim, S.H. dan Mei 
Prawesty, S.H., mengatakan dialog 

berlangsung dalam suasana humanis 
dan terbuka.

“Alhamdulillah, Pak Wakapolda 
Sulteng merespon baik persoalan 
pembongkaran bak air ini dan men-
dorong agar segera diselesaikan 
tanpa konflik warga yang berkepan-
jangan,”ujar Firmansyah.

Dalam pertemuan itu, Wakapolda 
Sulteng meminta Direktur Reserse 
Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda 
Sulteng untuk mempertemukan ke-
dua belah pihak agar persoalan dapat 
diselesaikan secara kekeluargaan. 
Pasalnya, warga yang berkonflik 
di Desa Loli Oge masih memiliki 
hubungan kekerabatan.

Tak hanya itu, Helmi juga meminta 
masyarakat Desa Loli Oge untuk 
melaporkan secara langsung apabi-
la terdapat hak kepemilikan tanah 
yang belum dibayarkan oleh pihak 
perusahaan tambang.

Pada kesempatan tersebut, per-
wakilan warga Desa Loli Oge secara 
tegas menyampaikan penolakan 
terhadap aktivitas pertambangan ba-
tuan mineral yang dinilai merampas 
ruang hidup dan melanggar hak-hak 
tanah masyarakat. Warga mene-

gaskan tidak pernah memberikan 
persetujuan atas kegiatan tambang 
di wilayah mereka.

Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge 
juga menolak rencana masuknya 
tujuh perusahaan tambang di wi-
layah desa mereka, yakni, PT Tiga 
Berkah (34,7 Ha), PT Asiah Amanah 
Mandiri (10,47 Ha), PT Central Multi 
Mineral (34,7 Ha), PT Berkah Batuan 
Intan Loli (26,74 Ha), PT Wadi Al 
Aini Membangun (19,12 Ha), PT 
Loli Pratama Maju (7,53 Ha) dan PT 
Maher Berkah Mandiri (17,22 Ha).

Selain menolak tambang batuan 
mineral baru, aliansi masyarakat juga 
mendesak aparat penegak hukum 
untuk mengusut dugaan mafia tanah 
yang melibatkan oknum makelar tam-
bang. Warga menuntut pengusutan 
kasus penjualan lahan tanpa sepenge-
tahuan pemilik sah, serta dugaan ma-
nipulasi data warga untuk penerbitan 
SKPT dalam proses sertifikasi tanah.

Aliansi juga menuntut transparan-
si dana bagi hasil serta penggunaan 
dana Corporate Social Responsibility 
(CSR) yang selama ini dinilai tidak 
jelas dan tidak dirasakan secara adil 
oleh masyarakat. AMR

SULTENG RAYA - PT Citra Palu 
Minerals (CPM) menyalurkan ban-
tuan logistik, peralatan darurat, dan 
obat-obatan bagi masyarakat ter-
dampak bencana banjir dan longsor 
di Kabupaten Donggala, Sulawesi 
Tengah, Selasa (13/1/0/2026).

Supervisor PPM/CSR PT CPM 
Zulkifli Salingkat mengatakan bantu-
an tersebut telah disalurkan dengan 
fokus di Desa Wani, Desa Labuan 
Kungguma khususnya di Dusun 
Sisere, Desa Labuan Toposo, yang 
menjadi wilayah terdampak paling 
parah.

“Untuk Desa Wani dan Desa Labu-
an Kungguma, bantuan diserahkan 
di Kantor Camat Tanantovea sebagai 
posko induk dan diterima langsung 
oleh Camat Tanantovea, Ketua 
DPRD Donggala, serta Kepala Pe-
laksana Posko BPBD,”kata Zulkifli.

Ia menjelaskan PT CPM terus 
melakukan pembaruan data pasca-
bencana serta pendataan kebutuhan 
mendesak masyarakat di wilayah 
terdampak.

Sementara itu, bantuan untuk Dus-
un Sisere diserahkan langsung kepada 
keluarga terdampak yang disaksikan 
langsung Kepala Pelaksana BPBD Pro-
vinsi Sulawesi Tengah Budi, Kepala 
Desa, serta Kepala Dusun Sisere.

“Kami memastikan bantuan tepat 
sasaran dan diterima langsung oleh 
warga yang terdampak,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPBD Sulawesi 
Tengah, Asbudianto mengatakan 
masih terdapat beberapa titik longsor 
di Desa Labuan Toposo yang belum 
dapat dibuka sehingga diperlukan 
pengerahan alat berat.

“Dengan adanya bantuan dari PT 
CPM, ini sangat membantu masyara-

kat yang terdampak bencana,” kata 
Asbudianto.

Kepala Desa Labuan Toposo men-
ambahkan, diri mewakili warga men-
gapresiasi bantuan yang diberikan 
PT CPM, karena sangat bermanfaat 
bagi warga yang terdampak banjir 
dan longsor. Ia menyebutkan jumlah 
warga di Dusun Sisere mencapai 198 
kepala keluarga atau sekitar 610 jiwa.

“Saat ini masih terdapat lima titik 
longsor yang belum bisa dibersihkan, 
ada rumah warga yang tertimbun 
longsor serta kendaraan yang han-
yut,” katanya.

Ia menambahkan kebutuhan pa-
ling mendesak bagi warga terdam-
pak meliputi bahan makanan, air 
bersih, dan pakaian, sembari men-
unggu proses pembersihan meng-
gunakan alat berat di sejumlah titik 
longsor. AMR

WAKAPOLDA Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta, saat menerima kunjungan dari Aliansi Masyarajat Desa Loli Oge, Senin 
(12/1/2026). FOTO: HUMAS POLDA SULTENG

Minta Kasus 
Pembongkaran Bak Air 

Diselesaikan Kekeluargaan

PT CPM Salurkan Bantuan 
Bagi Korban Bencana di Donggala

SULTENG RAYA - Program 
Makan Bergizi Gratis (MBG) da-
pur Satuan Pelayanan Pemenuhan 
Gizi (SPPG) Torono, Kecamatan 
Sausu, Kabupaten Parigi Moutong 
(Parmout) resmi dilaunching, ber-
tempat di Dusun III Desa Sausu 
Torono, Selasa (13/1/2026). Hal itu 
sebagai komitmen menghadirkan 
generasi sehat dan berkualitas di 
wilayah tersebut. 

Kapolsek Sausu Polres Parmout, 
Iptu Yakobus Mangopo, mengata-
kan, kehadiran aparat kepolisian 
menjadi simbol dukungan terhadap 
program nasional yang berorientasi 
pada pemenuhan gizi anak dan 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia sejak usia dini.

Menurutnya, program MBG 
SPPG Torono diharapkan menjadi 
solusi nyata dalam menekan angka 
kekurangan gizi, khususnya bagi 
anak usia sekolah. Dengan dapur 
pelayanan yang terpusat di Desa 
Sausu Torono, distribusi makanan 
bergizi diharapkan berjalan tepat 
sasaran, higienis, dan berkelan-
jutan.

Kapolsek menegaskan bahwa 
Polri siap mendukung penuh 
program-program sosial yang 
menyentuh langsung kepentingan 
masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis 
ini sangat strategis karena menyang-
kut masa depan generasi muda. 
Kami dari Polsek Sausu siap mendu-
kung dan mengawal pelaksanaan-
nya agar berjalan aman, tertib, dan 
memberi manfaat maksimal bagi 
masyarakat,” tegas Yakobus.

Ia juga mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk bersama-sama 
menjaga kelancaran program MBG 
serta memastikan dapur pelayanan 
dimanfaatkan secara optimal dan 
bertanggung jawab.

Launching dapur MBG SPPG 
Torono ini menandai langkah 
awal penguatan pemenuhan gizi 
masyarakat di Kecamatan Sausu. 
Dengan sinergi antara pemerintah, 
masyarakat, dan aparat keamanan, 
program MBG diharapkan mampu 
menjadi fondasi lahirnya generasi 
Parmout yang sehat, cerdas, dan 
berdaya saing. AMR

SULTENG RAYA – Se-
orang guru sekolah dasar 
(SD) ditemukan meninggal 
dunia di sebuah rumah yang 
juga digunakan sebagai 
tempat usaha penyewaan 
peralatan kemping atau 
kegiatan outdoor, di Jalan 
Kancil, Kelurahan Tatura 
Selatan, Kecamatan Palu 
Selatan,Senin (12/1/2026) 
sekira pukul 08.00 Wita.

Korban diketahui beri-
nisial Y (28), seorang guru 
P3K di SD Inpres Kotarin-
dau berasal dari Kabupaten 
Tolitoli. Selain berprofesi 
sebagai tenaga pendidik, 
korban juga menjalankan 
usaha penyewaan peralatan 
kemping.

Kapolsek Palu Selatan 
AKP Muhammad Kasim, 
S.H. menjelaskan, peristiwa 
tersebut pertama kali dike-

tahui oleh saksi berinisial 
KI yang merupakan karya-
wan korban, saat itu saksi 
mendapati rumah dalam 
kondisi terkunci dari dalam 
saat tiba di lokasi kerja. Sete-
lah masuk ke dalam rumah, 
saksi menemukan korban 
terbaring di atas kasur ruang 
depan dalam keadaan tidak 
bernyawa.

“Saksi sempat mencoba 
membangunkan korban, 
namun korban sudah tidak 
bergerak dan tubuhnya tera-
sa dingin,”jelasnya.

Kemudian, saksi meng-
hubungi warga sekitar dan 
melaporkan kejadian terse-
but ke pihak kepolisian.

Tidak lama berselang, 
Personel Polsek Palu Selatan 
bersama piket fungsi yang 
dipimpin KSPKT Aiptu 
Frans Pasinggi segera men-

gamankan lokasi kejadian 
dan memasang garis polisi. 
Unit Identifikasi Polresta 
Palu kemudian melakukan 
olah tempat kejadian per-
kara.

Sekira pukul 10.30 Wita, 
jenazah korban dievakuasi 
menggunakan ambulans 
ke RS Bhayangkara Polda 
Sulawesi Tengah untuk 
pemeriksaan medis lebih 
lanjut.

“Dari hasil pemeriksaan 
awal di TKP, tidak dite-
mukan tanda-tanda keke-
rasan pada tubuh korban. 
Dugaan sementara korban 
meninggal dunia akibat sa-
kit, kemungkinan serangan 
jantung, mengingat korban 
sebelumnya mengeluhkan 
kelelahan dan kondisi badan 
kurang sehat,” jelas Kapol-
sek. AMR

SEJUMLAH karyawan PT CPM, saat menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana di beberapa desa di Kabupa-
ten Donggala, Selasa (13/1/2026). FOTO: DOK.PT CPM

ALIANSI MASYARAKAT DESA LOLI OGE

SUASANA launching dapur SPPG di Desa Torono, Kecamatan Sausu, Kabupa-
ten Parmout, Selasa (13/1/2026). FOTO: HUMAS POLSEK SAUSU

Kapolsek Sausu 
Pastikan Dukungan 
Penuh untuk Gizi Anak

PERSONEL Polsek Palu Selatan, saat melakukan olah TKP,  temuan jenazah seorang guru SD di 
Jalan Kancil, Kelurahan Tatura Selatan, Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA PALU

Pemilik Penyewaan Alat 
Outdoor Ditemukan 

Meninggal Dunia
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Peristiwa ini mengaki-
batkan gangguan pasokan 
listrik yang berdampak pada 
sekitar 21.826 pelanggan 
dengan total energi listrik 
yang hilang diperkirakan 
mencapai sekitar 20 MW. 
Adapun wilayah yang ter-
dampak meliputi Kecamatan 
Sindue, Kecamatan Labuan, 
Kecamatan Tanantovea, dan 
Kecamatan Tawaeli. Secara 
teknis, banjir dan tanah 
longsor tersebut menyebab-
kan kerusakan pada infra-
struktur kelistrikan, antara 
lain 230 unit trafo distribusi 
dan 6 penyulang yang men-
galami gangguan. PLN UP3 
Palu segera mengerahkan 
personel, peralatan, serta 
material pendukung untuk 

melakukan penanganan 
secara bertahap sesuai den-
gan tingkat kerusakan dan 
kondisi lapangan.

Manajer PLN UP3 Palu, 
Ansar, menyampaikan bah-
wa PLN berkomitmen untuk 
mempercepat pemulihan 
pasokan listrik kepada pe-
langgan yang terdampak.

“Kami langsung melaku-
kan langkah-langkah pe-
nanganan darurat dengan 
mengerahkan seluruh sum-
ber daya yang ada untuk 
mempercepat proses reco-
very jaringan, khususnya di 
wilayah sekitar Gardu Induk 
Tawaeli dan daerah-daerah 
terdampak lainnya,” ujar 
Ansar.

Ansar juga memberikan 

BANJIR yang terjadi sebagai dampak hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrem yang me-
landa sehingga merobohkan rumah dan infrastruktur listrik di area Tawaeli, Donggala. FOTO: PLN 
UP3 PALU

PLN UP3 Palu Pulihkan 
Jaringan Listrik Akibat 

Banjir dan Longsor di Tawaeli

SULTENG RAYA – PT PLN (Persero) Unit 
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu 
bergerak cepat melakukan recovery jaringan 
listrik di sekitar kawasan Gardu Induk (GI) 
Tawaeli akibat bencana tanah longsor dan 
banjir yang terjadi sebagai dampak hujan 
dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrem 
yang melanda wilayah tersebut.

SULTENG RAYA – Ketua 
DPRD Morowali, Herdianto 
Marsuki, turut memberikan 
pernyataan setelah berkoor-
dinasi dengan Polres Moro-
wali terkait penangkapan 
terhadap tersangka R yang 
saat ini menjadi perhatian 
publik dan viral di media 
sosial dan tidak ada kaitan-
nya dengan profesinya seba-
gai jurnalis. Ia menegaskan 
bahwa peristiwa tersebut 
merupakan tindak kriminal 
murni.

“Setelah kami berkoordi-
nasi dengan pihak kepolisi-
an, dapat kami sampaikan 
bahwa kasus ini murni per-
kara pidana pembakaran 
yang terjadi di Desa Torete, 
Kecamatan Bungku Pesisir. 
Kami mengimbau masya-
rakat agar tidak terprovo-
kasi oleh isu-isu liar yang 
berkembang di media,” 
ujarnya.

Ia juga menyatakan keper-
cayaan penuh kepada Polri, 
khususnya Polres Morowali, 
untuk menangani perkara 
tersebut secara transparan 
dan tetap mengedepankan 
prinsip humanis.

Sementara, Polres Mo-
rowali menegaskan bah-
wa penangkapan terhadap 
tersangka R yang saat ini 
menjadi perhatian publik 
dan viral di media sosial 
tidak ada kaitannya dengan 
profesinya sebagai jurnalis, 
melainkan murni peneg-
akan hukum atas dugaan 
tindak pidana pembakaran 
yang terjadi di Desa Torete, 

KETUA DPRD Morowali (kiri), Kapolres Morowali (kanan). FOTO: IST

Ketua DPRD Morowali Tegaskan Kasus 
Pembakaran di Kantor RCP Murni Tindak Pidana

Kecamatan Bungku Pesisir, 
Kabupaten Morowali pada 
Sabtu (3/1/2026) lalu.

K a p o l r e s  M o r o w a l i , 
AKBP. Zulkarnain menje-
laskan bahwa proses pe-
nangkapan dilakukan ber-
dasarkan alat bukti yang 
cukup dan sesuai prosedur 
hukum yang berlaku. Dari 
hasil penyelidikan, penyidik 
telah mengumpulkan lebih 
dari dua alat bukti yang 
menguatkan dugaan tindak 
pidana tersebut.

“Penanganan kasus ini 
sama sekali tidak berkai-
tan dengan profesi yang 
bersangkutan sebagai jur-
nalis. Ini murni penegakan 
hukum terkait dugaan tin-
dak pidana pembakaran di 
kantor RCP di Desa Torete,” 

jelas Kapolres Morowali, 
Rabu (7/1/2026).

Ia memaparkan, alat bukti 
yang dikantongi penyidik 
antara lain keterangan saksi, 
hasil olah tempat kejadi-
an perkara (TKP), ditemu-
kannya sisa bom molotov, 
serta rekaman video yang 
memperlihatkan perbuatan 
pelemparan api.

Kapolres juga meminta 
masyarakat untuk memper-
cayakan sepenuhnya proses 
penanganan perkara kepada 
kepolisian dan tidak terpen-
garuh oleh informasi yang 
tidak benar.

“Kami menjamin proses 
penyidikan dilakukan secara 
transparan dan profesional. 
Kami mengimbau masyara-
kat agar tidak terprovokasi 

oleh berita-berita yang ti-
dak dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya,” 
tegasnya.

Sementara, Karo Penmas 
Divisi Humas Polri Brigjen 
Pol Trunoyudo Wisnu An-
diko menegaskan bahwa 
Polri menjunjung tinggi 
dan menghormati profesi 
jurnalis sebagai bagian 
penting dalam kehidupan 
demokrasi. “Polri mene-
gaskan bahwa kasus ini 
tidak ada kaitannya sama 
sekali dengan profesi yang 
bersangkutan sebagai jurna-
lis. Penanganan dilakukan 
murni berdasarkan dugaan 
tindak pidana yang terjadi 
berdasarkan dari laporan 
perkembangan Polres Moro-
wali,” tegas Brigjen Truno-
yudo. Sebagai bentuk ko-
mitmen Polri, Karo Penmas 
menyampaikan bahwa pi-
haknya telah berkoordinasi 
dan berkomunikasi kepada 
Totok Suryanto selaku Ket-
ua Komisi Hubungan Antar 
Lembaga dan Luar Negeri 
Dewan Pers bahwa perkara 
tersebut bukan perkara yang 
berkaitan dengan profesi 
jurnalistik, serta meminta 
Kapolres Morowali untuk 
membuat surat pemberi-
tahuan kepada Dewan Pers.

“Langkah ini kami la-
kukan agar tidak terjadi 
kesalah pahaman di ruang 
publik dan untuk mene-
gaskan bahwa Polri sangat 
menghormati kebebasan 
pers serta profesi jurnalis,” 
jelasnya.*/YAT

apresiasi kepada seluruh 
petugas PLN yang tetap 
bekerja maksimal di tengah 
kondisi cuaca ekstrem den-
gan tetap mengedepankan 
aspek Keselamatan dan Ke-
sehatan Kerja (K3). “Dalam 
kondisi lapangan yang cu-
kup berat akibat banjir dan 
longsor, kami menekankan 
agar seluruh pekerjaan di-
lakukan sesuai prosedur K3. 
Keselamatan petugas adalah 
prioritas utama, dan saya 
mengapresiasi dedikasi tim 
di lapangan yang tetap di-
siplin menerapkan K3 sam-
bil berupaya memulihkan 
listrik secepat mungkin,” 
tambahnya.

PLN UP3 Palu memohon 
maaf atas ketidaknyamanan 
yang dialami pelanggan 
akibat gangguan pasokan 
listrik tersebut. PLN juga 
mengimbau masyarakat un-
tuk tetap waspada terhadap 
potensi bahaya kelistrikan 
pascabanjir dan longsor, 
serta segera melaporkan 
gangguan atau kondisi ber-
bahaya melalui aplikasi PLN 
Mobile atau kanal layanan 
resmi PLN lainnya.*/HJ

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah, terus 
berkomitmen memberi-
kan pemenuhan hak dasar 
bagi seluruh anak binaan, 
salah satunya melalui lay-
anan kesehatan pada Selasa 
(13/1/2026).

Sebanyak delapan orang 
anak binaan menjalani pe-
meriksaan kesehatan rutin 
yang bertempat di ruang 
klinik LPKA Palu.

Pemeriksaan ini dilaku-
kan untuk memantau kon-
disi fisik para anak binaan 
agar tetap sehat dan bugar 
dalam mengikuti seluruh 
rangkaian program pembin-
aan yang telah dijadwalkan.

Dalam pelaksanaan la-
yanan kesehatan itu, dua 
petugas kesehatan LPKA 
Palu, Lise Aprids Apole 
dan I Wayan Widnyani, 
terjun langsung melakukan 
pemeriksaan. Prosedur yang 
dilakukan meliputi pengece-
kan tekanan darah (tensi), 
pemeriksaan keluhan fisik 
ringan, pemberian vitamin 
dan obat-obatan sesuai ke-
butuhan medis anak binaan 
dan edukasi mengenai pen-
tingnya menjaga kebersihan 
diri dan lingkungan kamar 
hunian.

Menurut Lise, kegiatan 
ini merupakan deteksi dini 
terhadap potensi penyakit 
yang mungkin timbul akibat 
perubahan cuaca atau pola 

SULTENG RAYA - Ka-
polres Banggai, AKBP Wa-
yan Wayracana Aryawan, 
melakukan pengecekan ter-
hadap kondisi tahanan yang 
berada di Rumah Tahanan 
(Rutan) Polres setempat, 
Senin (12/1/2026).

Kegiatan ini bertujuan un-
tuk memastikan keamanan, 
kesehatan, dan kelayakan 
fasilitas yang ada di Rutan 
Polres Banggai.

Dalam kunjungannya, 
Kapolres didampingi oleh 
Wakapolres, Kasi Propam 
dan anggota jaga tahanan 
mengecek satu per satu kon-
disi ruang tahanan.

“Kami ingin memasti-
kan bahwa seluruh tahanan 
mendapatkan perlakuan 
yang layak, termasuk dalam 
hal kesehatan dan kebersi-
han,” ujar AKBP Wayan.

Kapolres juga berinteraksi 
langsung dengan para taha-
nan untuk mendengarkan 
keluhan dan aspirasi. “Ke-
sehatan dan kesejahteraan 

KAPOLRES Banggai saat berinteraksi langsung dengan para 
tahanan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi, Senin 
(12/1/2026). FOTO: DOK POLRES BANGGAI

Kapolres Banggai Cek Tahanan 
Pastikan Diperlakukan Baik

para tahanan adalah tang-
gung jawab kita bersama. 
Oleh karena itu, kami terus 
pantau dan memperbaiki 
fasilitas Rutan apabila ada 
yang rusak,” tambahnya.

Selain itu, ia juga men-
gingatkan kepada seluruh 

petugas Rutan untuk selalu 
menjalankan tugas dengan 
profesional dan menjaga 
integritas. “Selalu waspa-
da, jangan ada perlakuan 
tidak manusiawi. Pastikan 
hak-hak tahanan terpenuhi 
dengan baik,” tegasnya.*/YAT

PETUGAS kesehatan LPKA Palu, Lise Aprids Apole, saat memeriksa tekanan darah salah seorang 
anak binaan pada Selasa (13/1/2026) di ruang klinik LPKA Palu. FOTO: HUMAS LPKA PALU

PASTIKAN KONDISI FISIK PRIMA

LPKA Palu Beri Layanan Kesehatan Bagi Anak Binaan

aktivitas. 
"Kami memastikan setiap 

anak mendapatkan penan-
ganan yang tepat. Jika ada 
yang merasa kurang sehat, 
kami segera tindak lanjuti 
agar tidak mengganggu 
aktivitas belajar mereka," 
ujarnya.

Kepala LPKA Palu, Wel-
li, menegaskan bahwa la-
yanan kesehatan adalah 
prioritas utama dalam pro-
ses pemasyarakatan anak. 
Menurutnya, kondisi ke-
sehatan yang stabil me-
rupakan kunci keberhasilan 

transformasi perilaku anak 
binaan.

"Layanan pemeriksaan 
ini merupakan wujud nyata 
komitmen kami dalam men-
jamin hak dasar para anak 
binaan. Hal ini sangat se-
jalan dengan salah satu dari 
15 Program Aksi Menteri 
Imigrasi dan Pemasyara-
katan, yaitu optimalisasi lay-
anan pemeriksaan kesehatan 
gratis bagi warga binaan dan 
anak binaan," ujar Welli.

Ia juga menambahkan 
bahwa koordinasi antara 
petugas medis dan petu-

gas pengamanan terus di-
perkuat untuk memantau 
perkembangan kesehatan 
anak binaan secara berkala 
selama 24 jam.

Dengan adanya layanan 
kesehatan yang konsisten, 
diharapkan para anak bin-
aan dapat menjalani masa 
integrasi mereka dengan 
semangat positif. LPKA 
Palu berkomitmen untuk 
terus menghadirkan inovasi 
dan pelayanan terbaik demi 
mencetak generasi muda 
yang sehat secara fisik dan 
mental.*/YAT
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BPKB HILANG

Bahlil menerangkan, rata-
rata lifting minyak bumi 
mencapai 605,3 ribu barel 
per hari atau 100,05 persen 
dari target APBN 605 ribu 

barel per hari. Capaian 
tersebut, kata dia, men-
gakhiri tren kegagalan 
pemenuhan target lif-
ting yang berlangs-
ung hampir sepuluh 

tahun. Dalam kurun waktu 
tersebut, target APBN hanya 
sempat tercapai pada 2008 
serta periode 2015–2016, 

didorong temuan dan pen-
gembangan lapangan besar 
seperti Banyu Urip.

 “Target lifting kita al-
hamdulillah mencapai tar-
get. Bahkan melampaui, 
sekalipun ini sedikit,” kata 
Bahlil saat konferensi pers 
capaian kinerja Kementeri-
an ESDM 2025 di Jakarta, 
Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan pencapai-
an tersebut menjadi mo-
mentum penting di tengah 

dinamika global dan 
tekanan sektor ener-
gi sepanjang 2025. 
Kementerian ESDM 
tetap menjaga pro-
duksi migas nasional 

meski harga minyak dunia 
bergerak jauh di bawah 
asumsi APBN.

Realisasi lifting yang 

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Terminal Integrated Plumpang. FOTO: PERTAMINA

Bahlil Umumkan Lifting Migas 
Tercapai Pertama Kali dalam 10 Tahun

SULTENG RAYA - Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 
menyampaikan capaian penting sektor hulu 
migas pada 2025. Realisasi lifting minyak 
bumi menembus target APBN untuk pertama 
kalinya dalam satu dekade terakhir.

tercapai penuh belum se-
penuhnya berbanding lurus 
dengan penerimaan negara. 
Asumsi harga minyak men-
tah Indonesia (ICP) dalam 
APBN 2025 ditetapkan 82 
dolar AS per barel, sedang-
kan realisasi rata-rata se-
panjang tahun hanya berada 
di kisaran 68 dolar AS per 
barel. “Lifting kita tercapai, 
tapi harganya memang lagi 
turun,” ujar Bahlil.

Kondisi tersebut menahan 
kinerja Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) migas. 
Sepanjang 2025, PNBP SDA 
migas tercatat Rp 105,04 tri-
liun atau sekitar 83,7 persen 

dari target APBN Rp 125,46 
triliun. Penurunan harga 
menjadi faktor utama meski 
volume produksi terjaga.

Di sisi lain, sektor energi 
secara keseluruhan tetap 
menopang fiskal negara. 
PNBP yang dicatat Kemen-
terian ESDM mencapai Rp 
138,37 triliun atau 108,56 
persen dari target DIPA 
Rp 127,44 triliun, ditopang 
lonjakan PNBP minerba 
di tengah harga komodi-
tas yang tidak sepenuhnya 
menguntungkan.

Kontribusi sektor ESDM 
terhadap APBN pun tetap 
signifikan. Total PNBP 

ESDM, gabungan migas dan 
minerba, mendekati Rp 240 
triliun dan menyumbang se-
kitar 15–16 persen terhadap 
penerimaan negara, di luar 
penerimaan pajak lainnya.

Kinerja hulu migas juga 
diiringi penguatan sektor 
gas bumi. Sepanjang 2025, 
Indonesia tidak mereali-
sasikan impor LNG meski 
sempat direncanakan seki-
tar 40 kargo di awal tahun. 
Dari total pemanfaatan gas 
sekitar 5.600 BBTUD, porsi 
domestik mencapai 69 per-
sen dan ekspor 31 persen, 
dengan hilirisasi industri 
menyerap 37 persen.RPB

SULTENG RAYA - Gu-
bernur Jawa Barat, Dedi 
Mulyadi, menyebutkan ma-
sih terdapat belanja pem-
bangunan tahun 2025 yang 
belum dibayarkan senilai Rp 
621 miliar. Kondisi tersebut 
disebabkan oleh pemerintah 
pusat.

Terkait adanya belanja 
pembangunan yang belum 
dibayarkan, Dedi menje-
laskan hal itu dipicu oleh 
berkurangnya dana bagi 
hasil dari pemerintah pusat 
pada 2025.

 “Dari pemerintah pu-
sat, dana bagi hasil tidak 
disalurkan hampir Rp 400 
miliar. Andaikan uang ini 
disalurkan, maka tidak akan 
ada potensi tunda bayar,” 
ujar Dedi dalam keterangan 
di Bandung, Rabu.

Meski demikian, Dedi 
memastikan kekurangan 
pembayaran dalam belanja 
pembangunan tersebut akan 
diselesaikan pada 2026. 
Pada Januari 2026, akan ada 
p e m a - sukan ke kas 
daerah Pemerintah 
Daerah P r o v i n s i 
J a w a B a r a t 
s e b e - sar Rp 2 
t r i l i - un.

Dari R p 
2  t r i l i - u n 
tersebut, dana 
akan di-
g u n a k a n 
untuk be-
lanja gaji, 
tunjangan 
p e n g h a s i -
lan pegawai, 
dan kebutuhan 
lainnya sehingga 
menyisakan dana se-
kitar Rp 800 miliar di 
kas daerah. Dengan 
demikian, dipastikan 
tersedia dana untuk 
membayarkan belanja 
pembangunan yang 
belum terbayar pada 
2025.

Sementara i tu, 
Sekretaris Daerah 
Jawa Barat, Herman 
Suryatman, men-
gungkapkan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat berhasil 
melaksanakan belanja seca-
ra efektif sehingga sisa lebih 

penggunaan anggaran (sil-
pa) pada APBD 2025 hanya 
sebesar Rp 500.000.

Herman mengatakan 
minimnya silpa tersebut 
menandakan APBD telah 
dipergunakan secara opti-
mal untuk memenuhi ke-
butuhan masyarakat Jawa 
Barat. Menurut dia, keu-
angan daerah merupakan 
instrumen penting untuk 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat.

“Artinya, uang yang di-
kelola benar-benar didistri-
busikan untuk kesejahter-
aan masyarakat melalui ber-
bagai kegiatan di kabupaten 
dan kota, dengan catatan 
penggunaan APBD tetap 
akuntabel,” ujar Herman.

Kondisi silpa APBD 2025 
tersebut, lanjut Herman, 
lebih baik dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya 
yang rata-rata mencapai 
sekitar Rp 1 triliun.

Herman berharap peman-
faatan APBD yang maksi-
mal untuk kebutuhan masy-
arakat dapat mempercepat 
terwujudnya Jawa Barat 
i s t i m e w a . Meski 
d e m i k i -
an, ia 
men-
gakui 
m a -
s i h 

terdapat tunggakan belanja 
pembangunan Jawa Barat 
pada 2025 sekitar Rp 621 
miliar.RPB

Belanja Pembangunan 
Jabar 2025 Rp621 

Miliar Belum Dibayar

Bahlil menerangkan, rata-
rata lifting minyak bumi 
mencapai 605,3 ribu barel 
per hari atau 100,05 persen 
dari target APBN 605 ribu 

barel per hari. Capaian 
tersebut, kata dia, men-
gakhiri tren kegagalan 
pemenuhan target lif-
ting yang berlangs-
ung hampir sepuluh 

didorong temuan dan pen-
gembangan lapangan besar 
seperti Banyu Urip.

 “Target lifting kita al-
hamdulillah mencapai tar-
get. Bahkan melampaui, 
sekalipun ini sedikit,” kata 
Bahlil saat konferensi pers 
capaian kinerja Kementeri-
an ESDM 2025 di Jakarta, 
Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan pencapai-
an tersebut menjadi mo-
mentum penting di tengah 

dinamika global dan 
tekanan sektor ener-
gi sepanjang 2025. 
Kementerian ESDM 
tetap menjaga pro-

SULTENG RAYA - Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 
menyampaikan capaian penting sektor hulu 
migas pada 2025. Realisasi lifting minyak 
bumi menembus target APBN untuk pertama 
kalinya dalam satu dekade terakhir.

p e m a -
Pemerintah 

Daerah P r o v i n s i 
B a r a t 

sar Rp 2 
un.

R p 
2  t r i l i - u n 
tersebut, dana 
akan di-
g u n a k a n 
untuk be-
lanja gaji, 
tunjangan 
p e n g h a s i -
lan pegawai, 
dan kebutuhan 
lainnya sehingga 
menyisakan dana se-
kitar Rp 800 miliar di 
kas daerah. Dengan 
demikian, dipastikan 
tersedia dana untuk 
membayarkan belanja 
pembangunan yang 
belum terbayar pada 

Sementara i tu, 
Sekretaris Daerah 
Jawa Barat, Herman 

mal untuk kebutuhan masy-
arakat dapat mempercepat 
terwujudnya Jawa Barat 
i s t i m e w a . Meski 
d e m i k i -
an, ia 
men-
gakui 
m a -
s i h 

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Tangerang Selatan (Tang-
sel) memperpanjang status 
darurat penanggulangan 
sampah selama 14 hari ke 
depan. Sekretaris Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Tangsel 
Essa Nugraha mengatakan, 
perpanjangan status itu di-
rekomendasi berlangsung 
selama dua pekan, sejak 6 
hingga 19 Januari 2026. 

"Pada masa perpanjan-
gan difokuskan pada opti-
malisasi pembersihan dan 
pengangkutan sampah ser-
ta optimalisasi penegakan 
perilaku buang sampah," 
katanya di Tangsel, Kamis 
(8/1/2026). Ia mengata-
kan, selama masa darurat 
penanggulangan sampah 
tersebut, tim satuan tugas 
(satgas) akan fokus melaku-
kan pengangkutan sampah 
yang menumpuk di sejum-
lah wilayah. 

Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskomin-
fo) Tangsel Tb Asep Nurdin 
mengatakan, perpanjangan 
itu didasari hasil evaluasi 
status darurat sampah tahap 
pertama yang berakhir pada 
Senin (5/1/2026).

"Pemerintah Kota Tange-
rang Selatan akan memper-
panjang status tanggap dar-

SULTENG RAYA - Kereta 
api bersubsidi menjadi tulang 
punggung mobilitas masy-
arakat selama libur Natal 
2025 dan Tahun Baru 2026. 
Skema Public Service Obliga-
tion (PSO) memastikan akses 
transportasi tetap terjangkau 
di tengah lonjakan perjalanan 
akhir tahun.

PT Kereta Api Indone-
sia (Persero) mencatat lay-
anan kereta PSO melayani 
1.103.379 penumpang sepan-
jang periode 18 Desember 
2025 hingga 4 Januari 2026.

Vice President Corporate 
Communication KAI Anne 
Purba mengatakan, jum-
lah tersebut mencerminkan 
peran kebijakan subsidi pe-
merintah dalam menjang-
kau berbagai lapisan masy-
arakat. “Sepanjang periode 
18 Desember 2025 hingga 4 
Januari 2026, layanan kereta 
api PSO melayani 1.103.379 
pelanggan, mencerminkan 
peran strategis kebijakan 
subsidi pemerintah dalam 
menjangkau berbagai lapi-
san masyarakat,” ujar Anne 
dalam keterangan tertulis, 
Rabu (7/1/2025).

Dari total tersebut, seba-
nyak 676.149 penumpang 
menggunakan Kereta Api 
Jarak Jauh PSO dan 427.230 
penumpang memanfaatkan 
Kereta Api Lokal PSO, kedua-
nya meningkat dibandingkan 
Nataru 2024/2025.

Anne mengatakan layanan 
PSO menjadi instrumen pen-
ting negara dalam menjaga 

keterjangkauan transportasi 
publik. “Melalui skema PSO, 
pemerintah melalui KAI ha-
dir memastikan masyarakat 
tetap dapat bepergian dengan 
aman, nyaman, dan terjang-
kau, khususnya pada perio-
de dengan mobilitas tinggi 
seperti Nataru,” kata Anne.

KAI menilai layanan ini 
berperan menjaga konekti-
vitas dan pemerataan akses, 
terutama bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah ke 
bawah. Secara keseluruhan, 
KAI melayani 4.179.095 pe-
numpang selama Nataru 
2025/2026, tumbuh 12,02 
persen dibandingkan periode 
sebelumnya yang mencapai 
3.730.584 penumpang. Dari 
jumlah itu, layanan kere-
ta api jarak jauh melayani 
3.392.439 penumpang atau 
setara 122,9 persen dari kapa-
sitas 2.761.048 tempat duduk.

Tingkat keterisian tinggi 
juga terjadi pada kereta api 
lokal dengan 786.656 pe-
numpang atau 105,6 persen 
dari kapasitas 745.056 tempat 
duduk.

Anne menjelaskan, tingkat 
okupansi di atas kapasitas 
dipengaruhi pola perjalanan 
penumpang yang dinamis, 
khususnya pada layanan 
lokal dengan banyak titik 
naik-turun. “Tingginya per-
gerakan masyarakat selama 
Nataru turut mendorong 
aktivitas perjalanan wisata, 
silaturahmi keluarga, serta 
perputaran ekonomi di berba-
gai daerah,” kata Anne.

Menurut KAI, layanan 
kereta bersubsidi turut 
menopang sektor pariwisata 
dan aktivitas ekonomi masy-
arakat di sekitar stasiun.

Dari sisi operasional, kiner-
ja perjalanan kereta api tetap 
terjaga di tengah lonjakan 
penumpang. “Selama periode 
18 Desember 2025 hingga 4 
Januari 2026, On Time Perfor-
mance kereta api penumpang 
mencatat ketepatan waktu 
keberangkatan 99,68 persen, 
sementara ketepatan waktu 
kedatangan mencapai 96,13 
persen,” ujar Anne. Capaian 
tersebut dinilai menunjukkan 
kesiapan operasional KAI 
dalam menghadapi periode 
puncak perjalanan.

Pada periode Nataru, KAI 
juga memberlakukan diskon 
tarif 30 persen untuk kereta 
api ekonomi komersial pada 
22 Desember 2025 hingga 
10 Januari 2026 dengan to-
tal 1.509.080 tempat duduk. 
Hingga 5 Januari 2026 pukul 
08.00 WIB, tiket diskon yang 
terjual mencapai 1.524.487 
tiket atau 102 persen.

Anne mengatakan, kebija-
kan tarif ini sejalan dengan 
upaya menjaga daya beli 
masyarakat dan mendorong 
mobilitas produktif selama 
liburan.

Ke depan, KAI akan mem-
perkuat koordinasi dengan 
pemerintah, khususnya Di-
rektorat Jenderal Perkere-
taapian Kementerian Perhu-
bungan, agar layanan PSO 
berjalan berkelanjutan. RPB

Kereta Api Subsidi Layani 1,1 Juta 
Penumpang Selama Nataru

Pemkot Tangsel Perpanjang 
Status Darurat Sampah

urat pengelolaan sampah," 
ucapnya. Dia menjelaskan 
perpanjangan itu berdasar-
kan hasil evaluasi di mana 
masih ditemukan tumpukan 
sampah sehingga memer-
lukan penanganan ekstra.

Dengan adanya perpan-
jangan status itu, ia berha-
rap, penanganan masalah 
sampah berjalan lebih opti-
mal. "Perpanjangan ini un-
tuk memastikan pelayanan 
kebersihan tetap maksimal 
dan kondisi kota kembali 
normal sepenuhnya," ujar 
dia.

DIALIHKAN KE CILE-
UNGSI

Pemkot Tangsel mulai 
mengalihkan pembuangan 
sampah 200 ton ke tempat 
pembuangan di Cileungsi, 
Kabupaten Bogor, Jawa Ba-
rat. Langkah itu dilakukan 
setelah penghentian pengi-
riman ke Tempat Pemrose-
san Akhir Sampah (TPAS) 
Cilowong, Kota Serang, 
Banten. "Sebanyak 200 ton 
sampah per hari akan di-
kirim ke Cileungsi selama 
14 hari ke depan," ujar Wali 
Kota Tangsel Benyamin 
Davnie. Ia mengatakan, 
pengalihan pembuangan 
sementara ke Cileungsi se-
bagai solusi penanganan 
sampah di daerah itu sete-
lah kebijakan Pemerintah 
Kota Serang menghentikan 
sementara pengiriman sam-

pah dari Tangsel ke TPAS 
Cilowong. "Ke Cileungsi ini 
diambil untuk memastikan 
tidak ada tumpukan sampah 
di titik-titik permukiman 
maupun ruang publik di 
Tangsel," ucapnya.

Pemerintah Kota Tangsel 
berkomitmen terus mencari-
kan solusi terhadap perma-
salahan sampah. Pasalnya 
pihaknya juga masih terus 
berupaya menjalani kerja 
sama pengelolaan tersebut 
bersama Pemkot Serang.

"Saya sampaikan den-
gan tegas kepada masyara-
kat, Pemkot Tangsel tidak 
berhenti bekerja dan tidak 
menyerah. Penghentian 
pengiriman ke Cilowong ini 
bersifat sementara," katanya. 
Ia menjelaskan, penanganan 
persoalan sampah tanggung 
jawab pemerintah dan tidak 
akan dibebankan kepada 
masyarakat. Ia mengemu-
kakan situasi ini sebagai 
kesempatan Pemkot Tangsel 
mengevaluasi sistem secara 
fundamental agar tidak te-
rus bergantung pada kerja 
sama antar-daerah yang 
bersifat darurat.

Sebelumnya, Pemerintah 
Kota Serang menghenti-
kan sementara pengiriman 
sampah dari Kota Tange-
rang Selatan ke TPSA Ci-
lowong mulai Selasa sore, 
guna melakukan evaluasi 
menyeluruh terkait dam-

pak lingkungan dan sosial. 
"Penyetopan ini dilakukan 
sembari menunggu hasil 
evaluasi yang akan disam-
paikan kepada Wali Kota 
Serang untuk menentukan 
arah kebijakan selanjutnya," 
kata Kepala DLH Kota Se-
rang Farach Richi.

Pihaknya telah mengi-
rimkan surat kepada DLH 
Kota Tangsel terkait dengan 
penghentian sementara ini. 
Evaluasi difokuskan pada 
kesiapan teknis di TPSA 
Cilowong serta penerimaan 
masyarakat sekitar. Langkah 
ini diambil sebagai respons 
atas masukan masyarakat 
terkait dengan dampak pen-
gangkutan sampah.

Sebagai upaya mitigasi, 
DLH Kota Serang sebe-
narnya telah memperketat 
pengawasan dengan men-
dirikan pos pemeriksaan di 
Kilometer 68 dan di daerah 
Cakung.RPB

Dedi Mulyadi
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

KEBEBASAN berekspresi yang dilin-
dungi oleh konstitusi menghadapi tan-
tangan serius akhir-akhir ini. Itu terjadi 
setelah stand up comedian atau pelawak 
tunggal Pandji Pragiwaksono menyentil 
dengan kritikan sangat tajam lewat per-
tunjukan spesialnya bertajuk Mens Rea.

Ia menyentil kekuasaan dan mengajak 
penontonnya menertawakan absurditas 
politik Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Pre-
siden Prabowo Subianto, Wakil Presiden 
Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa 
Barat Dedi Mulyadi, mantan Kapolresta-
bes Semarang Kombes Irwan Anwar, tidak 
luput dari humor menusuk yang lahir dari 
keresahannya selama ini.

Selain menyasar para pejabat, Pandji 
juga mengkritik organisasi kemasyara-
katan (ormas) keagamaan, yaitu Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah. Menurut 
keyakinan Pandji, kedua organisasi itu 
seharusnya menolak pemberian izin usaha 
pertambangan dari pemerintah.

Ia membandingkan keputusan Nahdla-
tul Ulama dan Muhammadiyah dengan si-
kap Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 
yang tidak mau ikut-ikutan mengelola 
tambang.

Tawaran izin tambang itu, kata Pand-
ji, sudah seharusnya ditolak karena di 
baliknya tersimpan politik balas budi. 
Akan tetapi, Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah selaku organisasi yang 
seharusnya membina kehidupan umat ma-
lah bersedia menerima dan menganggap 
itu sebagai ‘rezeki anak saleh’.

Namun, gara-gara keberaniannya 
menyampaikan kritik berbalut humor, 
Pandji dilaporkan ke aparat kepolisian. 
Rizki, yang mengaku sebagai koordina-
tor Angkatan Muda Nahdlatul Ulama 
(NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah, 
melaporkan Pandji karena tersinggung 
dengan tuduhan politik balas budi.

Humor, yang semestinya menjadi alat 
refleksi, kini dipertukarkan dengan an-
caman pidana. Pandji dilaporkan dengan 
rangkaian pasal-pasal dalam KUHP baru 
tentang penodaan agama dan pengha-
sutan. Ancaman hukumannya ialah 3 
hingga 4 tahun penjara.

Kita harus katakan bahwa pelaporan 
tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai 
demokrasi. Prinsip utama dalam de-
mokrasi ialah pengakuan serta penegakan 
kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Tentu, kebebasan berekspresi bukanlah 
cek kosong tanpa batas. Namun, penyele-
saian atas ketersinggungan moral dalam 
sebuah karya seni seharusnya dijawab 
dengan narasi tandingan atau diskusi 
terbuka, bukan mengadukan ke aparat 
penegak hukum.

Ketersinggungan sang pelapor juga 
mengundang tanda tanya besar. Tayangan 
Mens Rea memang muncul di layanan 
streaming video Netflix pada 27 Desember 
2025. Akan tetapi, pertunjukan itu sebe-
narnya sudah lama digelar di Indonesia 
Arena, Jakarta, yakni pada 30 Agustus 
2025.

Itu berarti kritik dan satire yang dilon-
tarkan Pandji sudah dinikmati publik 
offline sejak Agustus silam. Tidak ada 
satu pun pihak yang tersinggung. Bahkan 
penonton yang menyaksikan langsung 
pulang bukan dengan amarah, melainkan 
membawa kesegaran baru.

Publik juga mempertanyakan alasan 
polisi menerima laporan Rizki. Korps 
Bhayangkara ternyata bersedia menerima 
laporan tersebut dengan memakai KUHP 
baru, meski tempus delicti-nya Agustus 
tahun lalu.

Seharusnya penyidik berhati-hati dalam 
melakukan kajian awal untuk menilai 
layak-tidaknya sebuah pengaduan sebe-
lum tanda terima laporan polisi tersebut 
dibuat. Bagaimana mungkin KUHP yang 
mulai berlaku 2 Januari 2026 dikenakan 
pada peristiwa yang terjadi pada 2025.

Dalam hukum, ada asas legalitas (nul-
lum delictum sine lege). Sebuah aturan 
hukum tidak boleh berlaku surut (non-re-
troaktif). Jika polisi memaksakan KUHP 
baru untuk ucapan di tahun 2025, ini 
adalah cacat prosedur yang sangat serius.

Publik tentu tidak ingin penegak hukum 
menjadi alat yang dipakai pihak-pihak 
tertentu untuk mengkriminalisasi siapa 
pun. Harus kita ingatkan bahwa demokra-
si yang sehat tidak memenjarakan kritik. 
Selama tawa masih diizinkan terdengar, 
demokrasi masih bernapas. Jangan biar-
kan Indonesia jatuh dalam darurat tawa.*-
Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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PPh 21 Ditanggung Pemerintah 
2026, Langkah Strategis Jaga 
Stabilitas Ekonomi Nasional

KEBIJAKAN Pajak Penghasilan Pasal 21 
Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) yang 
resmi diberlakukan sepanjang 2026 menjadi 
salah satu langkah strategis pemerintah dalam 
menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah 
dinamika global dan tantangan pemulihan 
daya beli domestik. 

MELALUI ke-
bijakan ini, 
pemerintah 
menegaskan 

keberpihakan fiskal kepada 
pekerja dan dunia usaha, khu-
susnya sektor-sektor padat 
karya yang memiliki peran 
signifikan dalam penyerapan 
tenaga kerja dan pengge-
rak konsumsi rumah tangga. 
Insentif ini bukan semata 
kebijakan teknis perpajakan, 
melainkan bagian dari desain 
besar stimulus ekonomi untuk 
memastikan roda ekonomi 
tetap berputar secara berke-
lanjutan.

PPh 21 DTP yang diatur 
dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 105 Tahun 
2025 memberikan pembe-
basan pajak penghasilan bagi 
pekerja dengan gaji hingga 
Rp10 juta per bulan. Kebijakan 
ini diarahkan untuk menjaga 
keberlangsungan daya beli 
masyarakat, yang menjadi 
salah satu pilar utama per-
tumbuhan ekonomi nasio-
nal. Ketika tekanan ekonomi 
global, fluktuasi harga ko-

moditas, dan ketidakpastian 
pasar internasional masih 
membayangi, konsumsi do-
mestik tetap menjadi andalan 
utama Indonesia. Oleh karena 
itu, menjaga pendapatan riil 
pekerja melalui pembebasan 
pajak menjadi langkah rasio-
nal dan strategis.

Pembatasan penerima in-
sentif pada lima sektor terten-
tu, yakni alas kaki, tekstil dan 
pakaian jadi, furnitur, kulit 
dan barang dari kulit, serta 
pariwisata, mencerminkan 
pendekatan kebijakan yang 
terukur dan berbasis prioritas. 
Sektor-sektor ini dikenal seba-
gai industri padat karya yang 
sensitif terhadap pelemahan 
permintaan dan fluktuasi 
biaya produksi. Dengan mem-
berikan insentif fiskal secara 
selektif, pemerintah berupaya 
menjaga keberlangsungan 
usaha sekaligus melindungi 
tenaga kerja dari risiko pe-
mutusan hubungan kerja. 
Langkah ini sekaligus menun-
jukkan bahwa kebijakan fiskal 
tidak bersifat seragam, me-
lainkan disesuaikan dengan 

OLEH : SITI AISYAH )*

Hentikan 
Kriminalisasi 

Kritik

karakteristik dan kebutuhan 
sektor ekonomi.

Dari sisi pekerja, PPh 21 
DTP memberikan ruang fiskal 
tambahan dalam pendapatan 
bulanan. Beban pajak yang di-
tanggung pemerintah berarti 
peningkatan penghasilan ber-
sih yang langsung dirasakan. 
Peningkatan pendapatan ini 
berpotensi mendorong kon-
sumsi rumah tangga, mulai 
dari kebutuhan pokok hingga 
belanja produk manufaktur. 
Dalam konteks makroeko-
nomi, konsumsi yang terjaga 
akan memberikan efek ber-
ganda terhadap pertumbuhan 
ekonomi, memperkuat per-
mintaan domestik, dan men-
stimulasi aktivitas produksi 
nasional.

Pemerintah juga mene-
gaskan bahwa kebijakan ini 
dirancang dengan prinsip 
kehati-hatian fiskal. Insen-
tif hanya diberikan kepada 
pekerja yang telah terdaf-
tar sebagai wajib pajak dan 
memenuhi kriteria tertentu, 
baik pegawai tetap maupun 
tidak tetap. Integrasi Nomor 
Pokok Wajib Pajak atau No-
mor Induk Kependudukan 
dengan sistem Direktorat 
Jenderal Pajak menjadi syarat 
utama, sehingga kebijakan ini 
sekaligus mendorong kepa-
tuhan dan inklusi perpajakan. 
Dengan demikian, stimulus 
fiskal berjalan seiring dengan 
penguatan basis data dan tata 
kelola perpajakan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya 
Yudhi Sadewa menegaskan 
bahwa PPh 21 DTP merupa-

kan bagian dari fungsi stabi-
lisasi ekonomi dan sosial pe-
merintah. Artinya, kebijakan 
fiskal tidak hanya diarahkan 
untuk mengejar penerimaan 
negara, tetapi juga berfungsi 
sebagai instrumen perlin-
dungan sosial dan penyang-
ga ekonomi. Dalam situasi 
tertentu, negara hadir untuk 
menanggung sebagian beban 
masyarakat demi menjaga 
keseimbangan ekonomi secara 
keseluruhan.

Dukungan terhadap ke-
bijakan ini juga datang dari 
sektor industri. Kementerian  
Perindustrian memandang 
pembebasan PPh 21 sebagai 
kebijakan yang tepat sas-
aran untuk meningkatkan 
daya beli rumah tangga pe-
kerja industri. Peningkatan 
pendapatan pekerja akan 
berdampak langsung pada 
meningkatnya permintaan 
produk manufaktur yang 
ditujukan untuk konsumsi 
domestik. Dengan demikian, 
kebijakan ini tidak hanya 
menguntungkan pekerja, teta-
pi juga memperkuat kinerja 
industri nasional.

Lebih jauh, pihak Kemente-
rian Perindustrian menekan-
kan pentingnya pemanfaatan 
insentif ini oleh pelaku indus-
tri untuk mendorong produk-
tivitas. Sejalan dengan arahan 
Presiden Prabowo Subianto, 
dunia usaha dan tenaga kerja 
diharapkan mampu meman-
faatkan ruang fiskal yang 
diberikan pemerintah untuk 
meningkatkan efisiensi, kua-
litas produksi, dan daya saing 

nasional. Dengan kata lain, 
PPh 21 DTP bukan sekadar 
stimulus konsumsi, tetapi juga 
instrumen untuk memperkuat 
fondasi produktivitas jangka 
menengah dan panjang.

Dalam konteks stabilitas 
ekonomi nasional, kebijakan 
PPh 21 DTP 2026 mencermin-
kan sinergi antara kebijakan 
fiskal dan strategi pemban-
gunan industri. Pemerintah 
berupaya menjaga keseim-
bangan antara perlindungan 
daya beli masyarakat, keber-
lanjutan usaha, dan disiplin 
fiskal. Ketika pendapatan 
pekerja terjaga, konsumsi me-
ningkat, produksi terdorong, 
dan lapangan kerja terlindun-
gi, maka stabilitas ekonomi 
dapat dipertahankan secara 
lebih kokoh.

Pada akhirnya, PPh 21 Di-
tanggung Pemerintah 2026 
merupakan contoh konkret 
bagaimana kebijakan fiskal 
dapat berperan aktif sebagai 
instrumen stabilisasi eko-
nomi. Dengan sasaran yang 
jelas, durasi yang terukur, 
dan dukungan lintas sek-
tor, kebijakan ini diharapkan 
mampu menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi nasi-
onal sekaligus memperkuat 
ketahanan sosial masyarakat. 
Jika diimplementasikan secara 
konsisten dan diawasi dengan 
baik, PPh 21 DTP berpotensi 
menjadi salah satu fondasi 
penting dalam menjaga sta-
bilitas ekonomi Indonesia di 
tahun 2026 dan seterusnya. 
)* Penulis adalah Pengamat 
Ekonomi

AGNEW (Bryan, 
2022) menyebut 
pemahaman in-
dividu maupun 

kelompok sangat dibutuhkan 
karena saling berhubungan se-
cara simbiosis. Misal, mening-
katnya pola konsumsi individu 
menciptakan permintaan pasar 
yang mendorong korporasi 
dan negara untuk melakukan 
kerusakan ekologis yang lebih 
besar seperti pembukaan la-
han. Dampaknya, pendapatan 
negara meningkat melalui 
pajak dan royalti ekspor.

Dalam hal ini, korporasi 
mendapatkan keuntungan 
dalam bentuk insentif pajak 
perusahaan, regulasi yang ber-
pihak pada eksploitasi yang le-
bih luas, hingga subsidi bahan 
bakar yang mempermudah 
ekstraksi sumber daya. Selain 
itu, individu juga mendapat 
manfaat berupa harga barang/
jasa yang relatif rendah dan 
terciptanya lapangan kerja, 

meskipun kesempatan lebih 
banyak terbuka bagi pekerja 
kasar (blue-collar worker). Ini 
menunjukkan bahwa lingkun-
gan ekonomi politik sangat 
berperan dalam mendorong 
praktik ekstraktif.

Disisi lain, resiko yang diha-
dirkan melampaui keuntun-
gan yang diberikan. Kerusakan 
lingkungan dalam bentuk ek-
osida, seperti deforestasi dan 
praktik ekstraksi ekstrem, ter-
masuk pengeboran lepas pan-
tai di perairan dalam, peng-
hancuran puncak gunung, 
fracking, dan penambangan 
pasir minyak tar, memberikan 
konsekuensi struktural dari re-
lasi simbiosis ini. Masyarakat 
di sekitar operasi perusahaan 
sangat rentan mengalami ke-
miskinan, penurunan kualitas 
kesehatan, kekerasan, konflik, 
kerentanan pangan, dan pen-
gungsian massal.

Tak hanya berdampak pada 
manusia, kerusakan lingkun-

OLEH : INTAN AMALIA SINTA DEWI

Bencana sebagai Produk Normalisasi Kerusakan Ekologis
BENCANA banjir dan tanah longsor telah 
melanda berbagai lokasi dalam beberapa bulan 
terakhir, di antaranya seperti Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Papua, 
dan Sumatera. Kajian oleh Bryan (2022) men-
genai Kerangka Kerja Ekologi Sosial Tanggung 
Jawab (Social Ecology of Responsibility Frame-
work) menunjukkan ketidakmungkinan un-
tuk memisahkan kontribusi krisis ekologi dan 
kerusakan iklim terhadap tindakan individu, 
negara, dan korporasi, meskipun ketiganya me-
miliki skala kerusakan ekologis yang berbeda.

gan hidup juga mengancam 
biodiversitas di sekitarnya. 
Diperkirakan terdapat satu 
juta spesies hewan dan tum-
buhan terancam punah atas 
kerusakan alam yang terjadi 
(Diaz, 2019). Para ilmuwan 
juga menyebut bahwa sistem 
iklim global akan berpengaruh 
pada bencana yang sulit atau 
bahkan tidak dapat dipulihkan 
(Zimmerman; Bryan, 2022). 
Ini sejalan dengan pernya-
taan mantan Pelaksana Tugas 
Sekretaris Badan Rekonstruksi 
dan Rehabilitasi (BRR) yang 
menyebut pemulihan seluruh 
wilayah yang terdampak banjir 
dan longsor di Sumatera dipre-
diksi memakan waktu hingga 
20-30 tahun mendatang, jika 
sepenuhnya bergantung pada 
kemampuan pemerintah. 

Bencana Banjir Sumatera
Badan Nasional Penanganan 

Bencana (BNPB) mengumum-
kan jumlah korban meninggal 
dunia pada bencana banjir 
di Sumatera mencapai 1.112 
orang, korban hilang seba-
nyak 176 orang, dan sejum-
lah 498.447 jiwa mengungsi 
(23/12). Peneliti Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN), 
Erma Yulihastin, menyebut 
alih fungsi lahan dan kerusa-
kan lingkungan sebagai penye-
bab utama bencana. Dalam 
20 tahun kedepan, Sumatera 
bahkan diproyeksikan menjadi 
wilayah dengan kerentanan 
perubahan iklim tertinggi di 
Indonesia.

Temuan lain menunjuk-
kan bahwa wilayah yang pa-
ling parah terdampak banjir 
di Sumatera Utara berlokasi 
di sekitar aktivitas industri 

ekstraktif. Artinya, praktik 
eksploitatif dan pengabaian 
terhadap lingkungan telah di-
normalisasi dan melekat dalam 
kehidupan sehari- masyarakat, 
hingga akhirnya bencana hadir 
sebagai sesuatu yang tidak 
dapat terelakkan. Dalam pen-
dekatan filsafat enactivism, 
pengalaman tidak bisa dipaha-
mi secara terpisah dari tubuh 
dan lingkungan sosial tempat 
ia berada. Jika kebiasaan men-
gabaikan lingkungan terjadi, 
maka hal ini akan berkontri-
busi pada hadirnya societal 
unfeeling, yaitu ketidakpekaan 
kolektif terhadap krisis ekolo-
gis (Slaby, 2025).

Kebiasaan tersebut tidak ha-
nya mengaburkan kesadaran 
terhadap dampak ekologis, 
melainkan juga membangun 
pola wacana untuk mengali-
hkan permasalahan kepada 
hal lain serta mengurangi rasa 
empati terhadap kelompok 
masyarakat yang dianggap 
tidak layak mendapat perha-
tian kolektif. Misal, wacana 
pejabat publik tentang situasi 
mencekam yang hanya terjadi 
di media sosial, atau tentang 
ambisi menanam lebih banyak 
pohon sawit di Papua.

Beberapa penelitian menye-
but bahwa ketergantungan 
ekonomi membuat pemerintah 
terus memfasilitasi industri 
ekstraksi tersebut, meskipun 
mereka menyadari dampak 
kerusakan lingkungan yang 
ditimbulkan (White, 2015; 
Leahy, 2019; dalam Bryan, 
2022). Dalam perspektif sosio-
logis, kondisi ini mendorong 
lahirnya perubahan sosial 
oleh masyarakat yang diawali 

dengan kesadaran kelas dan 
diwujudkan melalui proses 
negosiasi modal sosial.

Menurut Bourdieu, indivi-
du akan melakukan proses 
negosiasi dengan modal-mo-
dal yang dimiliki (ekonomi, 
budaya, sosial, simbolik). Pro-
ses negosiasi ini berlangsung 
dalam suatu arena atau field 
yang akan berujung pada dua 
konsekuensi, yaitu adanya pe-
rubahan sosial atau tidak ada-
nya perubahan sosial. Dalam 
hal ini, akademisi, masyarakat, 
dan komunitas menggunakan 
modal sosial, budaya, dan 
simbolik sebagai sarana bagi 
proses negosiasi dalam arena 
sosial.

Mereka telah melakukan ne-
gosiasi melalui kritik terhadap 
tindakan-tindakan penguasa 
yang mungkin saja diang-
gap melalaikan kepentingan 
masyarakat luas, mulai dari 
menolak bantuan asing, akses 
pangan dan kesehatan yang 
belum merata, serta memban-
gun budaya kompetitif den-
gan para pemengaruh perihal 
hasil donasi. Masyarakat juga 
tengah mendorong adanya 
transparansi audit korporasi 
dan melakukan tuntutan pada 
pihak yang terbukti melaku-
kan kerusakan lingkungan.

Apabila berbagai upaya 
negosiasi telah dilakukan 
namun tidak menghasilkan 
perubahan sosial,  maka hal 
ini menandakan adanya re-
produksi stratifikasi sosial 
dimana masyarakat akan 
tetap menjadi kelas subordi-
nat yang rentan terhadap ke-
tidakadilan. Penulis: Pemerhati 
Lingkungan *Jawa Pos
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SULTENG RAYA - Pemerintah 
menyiapkan plafon Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) pertanian sebesar 
Rp300 triliun pada 2026 untuk mem-
perkuat pembiayaan sektor pangan. 

Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengatakan, KUR menjadi instru-
men utama pemerintah memperlu-
as akses modal petani dan pelaku 
usaha tani.

“Pemerintah terus mendorong 
dalam bentuk pembiayaan yaitu 
KUR untuk pertanian. Tahun ini 
kita punya plafon Rp300 triliun,” 
kata Airlangga dalam Road to Jakar-
ta Food Security Summit di Jakarta, 
Selasa (13/1/2026). 

Airlangga menjelaskan, pada 
2025 penyaluran KUR pertanian 
mencapai Rp102 triliun, sementara 
pemerintah menetapkan plafon 
lebih tinggi untuk memperkuat 
dorongan pembiayaan.

Airlangga menegaskan plafon 
KUR pertanian masih dapat diting-
katkan sesuai kebutuhan. Sepanjang 
pembiayaan produktif dan tepat 
sasaran, pemerintah tidak mem-
batasi sektor penerima KUR. 

“Dan sebetulnya untuk pertanian 
pun plafonnya bisa kita naikkan, 
tidak ada pembatasan untuk perta-

nian dan KUR ini bisa terus untuk 
dijaga,” ujar Airlangga.

Pemerintah mencatat capaian 
ketahanan pangan 2025 membaik 
dengan produksi beras 34,71 juta 
ton dan jagung sekitar 16 juta ton. 
Capaian tersebut dinilai menopang 
stabilitas pasokan pangan nasional.

“Dan tentu kita bersyukur tahun 
2025 kita bisa mengatasi terkait 
kemampuan kita untuk ketahanan 
pangan termasuk produksi beras 
yang mencapai 34,71 juta ton,” kata 
Airlangga.

Pemerintah berkomitmen men-
jaga realisasi KUR pertanian agar 
terus tumbuh, sekaligus mem-
pertahankan swasembada beras, 
stabilitas harga, dan kesejahteraan 
petani. Kebijakan pembiayaan akan 
disesuaikan dengan kebutuhan di 
lapangan.

Presiden Prabowo Subianto sebe-
lumnya mengumumkan Indonesia 
mencapai swasembada pangan, 
khususnya beras, pada 2025 saat 
panen raya di Karawang, Jawa 
Barat, Rabu (7/1). Pengumuman 
ditandai penumbukan alu ke dalam 
lesung bersama Menteri Pertanian 
Andi Amran Sulaiman, Menteri 
Koordinator Bidang Pangan Zulkifli 
Hasan, dan perwakilan petani. ROL

SULTENG RAYA – PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI secara 
resmi menerbitkan Surat 
Berharga Komersial (SBK) 
dengan nilai sebesar Rp500 
miliar.

Hal ini menunjukkan 
positioning strategis BRI 
sebagai market leader pen-
gembangan pasar keuangan 
Indonesia dan sebagai bagi-
an dari strategi pengelolaan 
likuiditas jangka pendek 
yang berkelanjutan. 

Adapun penerbitan ini 
mendukung kebijakan Bank 
Indonesia dalam pendala-
man pasar keuangan nasi-
onal.

Peluncuran SBK BRI yang 
digelar di BRILiaN Club 
pada Senin (12/1/2026) 
dihadiri oleh Deputi Gu-
bernur Senior Bank Indo-
nesia Destry Damayanti, 
Kepala Eksekutif Pengawas 
Perbankan Otoritas Jasa 
Keuangan Dian Ediana Rae, 
Direktur Utama BRI Hery 
Gunardi, Wakil Direktur 
Utama BRI Viviana Dyah 
Ayu dan DirekturTreasury 
& International Banking BRI 

Farida Thamrin. Sejumlah 
mitra strategis juga turut 
hadir dalam kegiatan ini, 
antara lain PT Mandiri Ma-
najemen Investasi, PT BRI 
Manajemen Investasi, PT 
Manulife Aset Manajemen 
Indonesia, PT BNP Paribas 
Asset Management, dan PT 
Syailendra Capital.

SBK BRI memperoleh 
peringkat IdA+ (highest 
sort term rating) dari PT 
Pemeringkat Efek Indone-
sia (Pefindo) atau setara 
dengan AAA untuk su-
rat utang jangka panjang, 
yang mencerminkan tingkat 
keandalan dan kemampu-
an BRI dalam memenuhi 
kewajiban keuangan secara 
tepat waktu. Dalam struktur 
penerbitan ini, BRI selaku 
penerbit, bekerjasama den-
gan BRI Danareksa Sekuritas 
selaku arranger. Penerbitan 
ini menjadikan BRI sebagai 
bank pertama di Indonesia 
yang menerbitkan Surat 
Berharga Komersial (SBK), 
sesuai dengan Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur 
No. 13 tahun 2024 tentang 
Transaksi Pasar Uang.

SBK BRI pun ditawarkan 
dalam 4 tenor, yaitu tenor 1 
bulan dengan tingkat dis-
konto 4.5%, 3 bulan dengan 
tingkat diskonto 4.60%, 6 bu-
lan dengan tingkat diskonto 
4.85% dan 12 bulan dengan 
tingkat diskonto 4.95%. In-
strumen ini dirancang tidak 
hanya sebagai alternatif 
pendanaan jangka pendek, 
tetapi juga sebagai bagian 
dari penguatan instrumen 
pasar uang yang transparan, 
kredibel dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Di-
rektur Utama BRI Hery 
Gunardi menyampaikan 
bahwa penerbitan Surat Ber-
harga Komersial (SBK) BRI 
menjadi solusi pendanaan 
jangka pendek yang cepat 
dan efisien bagi Perseroan, 
sekaligus menawarkan al-
ternatif investasi dengan 
imbal hasil kompetitif bagi 
investor. Dengan struktur 
yang fleksibel dan tata kelola 
yang kuat, SBK BRI akan 
memperkuat pengelolaan 
likuiditas secara prudent 
serta mendukung transmisi 
kebijakan dan pendalaman 
sistem keuangan nasional.

“Kami meyakini bahwa 
keberhasilan penerbitan 
SBK BRI ini menjadi langkah 
awal dalam memperkuat 
peran BRI pada pengem-
bangan instrumen pasar 
uang nasional. Ke depan, 
BRI akan terus mendorong 
inovasi produk, memper-
luas basis investor, serta 
memastikan seluruh inisiatif 
pembiayaan tetap mengede-
pankan prinsip kehati-ha-
tian, transparansi, dan tata 
kelola yang baik,” ujar Hery.

Sejalan dengan hal terse-
but, Kepala Eksekutif Pen-
gawas Perbankan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Dian 
Ediana Rae pun mengapre-
siasi langkah BRI dalam 

menerbitkan SBK sebagai 
wujud konkret peran per-
bankan dalam mendorong 
pendalaman pasar uang. 
Menurutnya, BRI berperan 
sebagai pionir dalam pe-
nerbitan surat berharga ko-
mersial, yang merupakan 
instrumen jangka pendek 
strategis untuk meningkat-
kan likuiditas pasar.

“OJK memandang peluncu-
ran SBK BRI sebagai langkah 
strategis dalam memperkaya 
instrumen pasar uang nasio-
nal, meningkatkan fleksibilitas 
pengelolaan keuangan di sek-
tor perbankan, serta memper-
kuat peran instrumen pasar 
sebagai mekanisme disiplin 
pasar,” paparnya.

Di samping itu, Deputi 
Gubernur Senior Bank In-
donesia Destry Damayanti 
turut menyatakan bahwa 
saat ini pendalaman pa-
sar uang berperan sangat 
penting dalam menjaga 
stabilitas sektor keuangan 
di tengah ketidakpastian 
global. Kehadiran alternatif 
instrumen jangka pendek 
seperti SBK BRI tidak hanya 
memperkuat struktur pen-
danaan perbankan, tetapi 
juga memberikan pilihan 
investasi yang lebih berag-
am bagi investor.

“Bank Indonesia men-
gapresiasi peran BRI yang 
selama ini konsisten mendu-
kung pengembangan pasar 

keuangan nasional. Upaya 
bersama dalam memper-
dalam pasar keuangan ini 
diharapkan dapat membe-
rikan manfaat berkelanjutan 
bagi perekonomian Indone-
sia secara keseluruhan,” ujar 
Destry.

Tercatat sejak tahun 2016 
hingga 2025, BRI secara 
reguler telah melakukan 
penerbitan surat utang Ru-
piah dengan rating terting-
gi dari Pefindo. Peringkat 
tertinggi dari Pefindo ter-
sebut mencerminkan profil 
permodalan yang sangat 
kuat, kualitas aset yang ter-
jaga, serta kemampuan BRI 
dalam memenuhi komitmen 
keuangan. RHTBRI terbitkan SBK. FOTO: DOK.BRI

SULTENG RAYA - Harga 
emas dunia dan/atau logam 
mulia diprediksi bakal terus 
menanjak dan berpeluang 
menembus Rp 3 juta per 
gram pada pekan ini. 

Kenaikan harga emas di-
pengaruhi dinamika perpo-
litikan di Amerika Serikat 
(AS) serta masih bergulirnya 
tensi geopolitik di berbagai 
wilayah.

Pengamat Mata Uang 
dan Komoditas Ibrahim 
Assuaibi mengatakan, per 
Selasa (13/1/2025), harga 
emas dunia telah bergerak 
ke level 4.591 dolar AS per 
troy ons, sedangkan harga 
logam mulia mencapai Rp 
2,65 juta per gram. 

“Seandainya har ga emas 
menguat, kemungkinan re-
sisten pertama di 4.650 dolar 
AS per troy ons, kemudian lo-
gam mulia di Rp 2,85 juta per 
gram. Jika naik kembali, resis-
ten kedua di 4.700 dolar AS 
per troy ons. Berarti, dalam 
minggu ini ada kemungkinan 
besar harga emas dunia akan 
tembus di 4.700 dolar AS per 
troy ons dan logam mulia Rp 
3,1 juta per gram,” ungkap 
Ibrahim dalam keterangan 
suara kepada wartawan, Se-
lasa (13/1/2026).

Ibrahim menjelaskan, se-
cara umum ada dua faktor 
yang memengaruhi harga 
emas terus mengalami ke-
naikan, yakni fenomena 
perpolitikan di AS serta 
persoalan geopolitik di se-
jumlah kawasan. 

Terkait perpolitikan di 
AS, Gubernur The Fed Je-
rome Powell dikabarkan 
mendapatkan surat undan-
gan dari Jaksa Agung AS 
terkait masalah pemban-
gunan gedung Bank Sen-
tral AS, yang kemungkinan 
besar akan diselidiki terkait 
pembengkakan atau pen-
guapan dana. Sementara itu, 
dalam pidatonya, Powell 
menyampaikan pemanggi-
lan tersebut berkaitan den-
gan indikasi upaya politis 
untuk menjatuhkannya dari 
posisi pimpinan The Fed 
menjelang masa pensiunnya 
pada Mei 2026.

Selain itu, kasus Gubernur 
The Fed Lisa Cook yang 
dipecat oleh Presiden AS 
Donald Trump juga masih 
menjadi sorotan. Kejaksaan 
Agung AS dikabarkan akan 
memanggil Lisa Cook. Hal 
tersebut menandakan Ke-
jaksaan Agung membutuh-
kan kesaksian Lisa Cook 
terkait penyebab pemeca-
tannya oleh Trump.

Di sisi lain, persoalan pe-
rang dagang AS masih men-
jadi salah satu topik utama 
perhatian. Isu tersebut juga 
disebut akan diangkat pada 
Januari ini oleh Kejaksaan 
Agung AS.

“Artinya, bukan di bulan 
Februari atau Maret 2026, 
tetapi di bulan Januari ke-
mungkinan besar ada tiga 
agenda besar yang akan 
membuat perpolitikan AS 
memanas,” tuturnya.

untuk mendekati wilay-
ah Denmark, khususnya 
Greenland.

“Ini cukup menarik sehing-
ga membuat harga emas dun-
ia kemungkinan masih akan 
menguat dalam perdagangan 
Selasa hingga Sabtu. Kemu-
dian, harga logam mulia 
juga akan terus mengalami 
kenaikan,” tuturnya.

Ibrahim menambahkan, 
kenaikan harga logam mulia 
juga dipengaruhi oleh pele-
mahan nilai tukar rupiah. Ia 
memprediksi rupiah dapat 
melemah ke level Rp 16.900 
per dolar AS hingga akhir 
pekan ini.

“Masih ada kemungki-
nan besar di akhir pekan 
rupiah mendekati level Rp 
16.900-an per dolar AS. Ini 
yang akan membuat harga 
logam mulia mengalami 
kenaikan,” jelasnya.

“Kemudian, persoalan 
supply dan demand juga 
berpengaruh. Permintaan 
cukup tinggi di dalam ne-
geri, sementara pasokan ter-
batas, sehingga hal ini kem-
bali mendongkrak harga 
logam mulia,” tambahnya.

Harga emas Antam yang 
dipantau dari laman Logam 
Mulia di Jakarta, Selasa 
(13/1/2026), melanjutkan 
tren lonjakan sejak 10 Janu-
ari, dan kini naik Rp21.000 
dari semula Rp2.631.000 
menjadi Rp2.652.000 per 
gram. Begitu pula harga 
jual kembali (buyback) turut 

naik ke angka Rp2.503.000 
per gram.

Transaksi harga jual di-
kenakan potongan pajak, 
sesuai dengan PMK Nomor 
34/PMK.10/2017 untuk 
semua jenis emas mulai 
dari gramasi 1 gram hingga 
1.000 gram (1 kilogram). 
Penjualan kembali emas 
batangan ke PT Antam Tbk 
dengan nominal lebih dari 
Rp10 juta, dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 22 
sebesar 1,5 persen untuk 
pemegang Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) dan 3 
persen untuk non-NPWP. 
PPh 22 atas transaksi buy-
back dipotong langsung dari 
total nilai buyback. 

Sementara itu, harga emas 
yang dikutip dari laman 
resmi Sahabat Pegadaian di 
Jakarta, Selasa, juga menun-
jukkan dua produk buatan 
Galeri24 dan UBS yang kom-
pak mengalami kenaikan.

Harga jual emas Gale-
ri24 meroket dari awalnya 
Rp 2.596.000 menjadi Rp 
2.661.000 per gram (gr) atau 
naik Rp 65.000. Sedangkan 
harga emas UBS naik men-
jadi Rp 2.716.000 dari semula 
dibanderol dengan harga Rp 
Rp 2.652.000 per gram atau 
naik Rp 64.000.

Emas Galeri24 dijual den-
gan kuantitas 0,5 gram hing-
ga 1.000 gram atau 1 kilo-
gram. Sementara emas UBS 
dijual dengan kuantitas 0,5 
gram hingga 500 gram. ROL

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial

Pemerintah Siapkan KUR 
Pertanian Rp300 Triliun

Ibrahim menyebut, di 
samping itu juga terdapat 
pemilu sela pada kuartal I 
2026 untuk memilih ang-
gota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) AS. Ia mem-
prediksi Partai Republik 
akan dikalahkan oleh Partai 
Demokrat, yang berpotensi 
menjadi awal proses pemak-
zulan atau impeachment 
terhadap Donald Trump 
karena kebijakan-kebijakan 
yang dinilai tidak sesuai 
dengan amanat undang-un-
dang di AS.

Dari sisi Bank Sentral AS, 
Ibrahim menuturkan meski 
sebelumnya diinformasi-
kan terdapat penambahan 
tenaga kerja sebanyak 50 
ribu orang, masih ada indi-
kasi ekonomi AS melemah. 
Walaupun pertumbuhan 
ekonomi tercatat cukup 
baik pada kuartal III tahun 
lalu, masih terbuka ruang 
bagi Bank Sentral AS untuk 
menurunkan suku bunga.

“Sebelumnya Powell men-
gatakan satu kali penurunan 
di tahun 2026, tetapi ada 
kemungkinan besar dua 
kali penurunan suku bun-
ga hingga April. Artinya, 
seandainya di akhir masa 
jabatan Powell ada dua kali 
penurunan suku bunga, hal 
ini cukup positif bagi fluk-
tuasi harga emas dunia,” 
terangnya.

Ibrahim melanjutkan, dari 
sisi sentimen geopolitik, 
masih terpantau berbagai 
konflik antarnegara. Konflik 
di Amerika Latin, Venezuela 
yang sempat dikuasai AS, 
kini cenderung melandai.

Namun, konflik di Timur 
Tengah masih memanas, te-
rutama di Iran pascademon-
strasi besar-besaran yang 
menewaskan ratusan orang. 
Bahkan, menurut data yang 
tidak diakui secara resmi, 
hampir 1.000 demonstran 
dilaporkan tewas akibat 
tindakan pasukan garda 
nasional Iran.

Dengan banyaknya kor-
ban jiwa tersebut, Trump te-
rus mengancam Iran dengan 
kemungkinan invasi, meski 
Iran juga masih melakukan 
negosiasi dengan Amerika 
Serikat.

“Seperti apa isinya, saya 
belum tahu. Tetapi Iran 
siap untuk perang. Artinya, 
perpolitikan di Timur Ten-
gah masih terus memanas, 
apalagi Israel melakukan 
penyerangan terhadap Le-
banon dan Hizbullah. Ini 
menjadi intrik untuk kemba-
li memanaskan situasi di Ti-
mur Tengah,” kata Ibrahim.

Adapun di Eropa, pasca-
gencatan senjata yang gagal 
dan diprakarsai Trump, 
Rusia terus melancarkan se-
rangan sporadis ke wilayah 
Ukraina. Hal ini menanda-
kan perang di Eropa berpo-
tensi berlanjut dan meman-
jang. Selain itu, Trump juga 
mengungkapkan ambisi 
untuk menguasai Green-
land. NATO disebut telah 
mempersiapkan pasukan 

PEMERINTAH siapkan KUR pertanian (ilustrasi). FOTO: ANTARA

Harga Emas Diprediksi 
Tembus Rp 3 Juta Pekan Ini



SAMBUNGAN 7RABU, 14 JANUARI 2026
SULTENG RAYA

PRABOWO dari  halaman ........................................................................1

IMIP dari  halaman ....................................................................................................................................1

LAPORAN dari  halaman ........................................................................................................................1

26 DESA dari  halaman ..............................................................................................................................1

GUBERNUR dari  halaman ....................................................................................................................1

Quattrick Ikbal, Isba Binangga
Hajar Persito 7-3

Pencarian pemain baru 
tidak hanya akan dilaku-
kan Herdman, tetapi juga 
orang-orang di PSSI demi 
tujuan mengangkat level 
Timnas Indonesia.

“Jadi, saya akan meng-
habiskan waktu saya ber-
sama yang lainnya di PSSI 
untuk bekerja dengan 
sungguh-sungguh menca-

ri pemain-pemain terbaik 
dan meyakinkan mereka 
untuk menjadi bagian dari 
perjalanan ini, yang akan 
menjadi salah satu kisah 
terbesar dalam sepak bola 
dunia,” jelas Herdman.

Pelatih yang curriculum 
vitae-nya penuh dengan 
keikutsertaan di Piala Du-
nia, baik wanita dan pria, 

optimistis dengan daya 
saing Timnas Indonesia di 
ajang kontinental.

“Untuk AFC [Piala Asia 
2027], kami bisa kompetitif 
dengan talenta yang kami 
punya. Kami punya kesem-
patan untuk menggedor 
level kami. Kami harus siap 
karena tim ini sangat berta-
lenta,” kata Herdman. CNN

HARDMAN dari  halaman ........................................................................1

“Kita punya 300 ribu se-
kolah, saya berharap dalam 
4 tahun kita bisa selesaikan 
semua sekolah-sekolah di 
Indonesia, dan kualitasnya 
akan kita tingkatkan di se-
gala bidang,” katanya.

Presiden menekankan 
bahwa pendidikan meme-
gang peran strategis dalam 
pembangunan nasional.

Menurutnya, pendidikan 
bukan hanya sarana mence-
tak sumber daya manusia 
unggul, tetapi juga menjadi 
kunci utama dalam me-
ningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Melalui program renova-
si dan peningkatan kualitas 
sekolah ini, pemerintah ber-

harap dapat menciptakan 
lingkungan belajar yang 
layak, aman, dan mendu-
kung peningkatan mutu 
pendidikan bagi seluruh 
anak bangsa.

“Pendidikan adalah in-
strumen pembangunan, 
pendidikan adalah instru-
men kesejahteraan, pen-
didikan adalah instrumen 
demokrasi, pendidikan dan 
kesehatan adalah instru-
men menghilangkan ke-
miskinan,” imbuh Presiden.

Pemerintah juga menar-
getkan kehadiran minimal 
satu sekolah unggulan di 
setiap provinsi Indonesia, 
baik SMA Taruna Nusan-
tara maupun SMA Garuda.

Kebijakan ini menjadi 
bagian dari strategi nasional 
untuk mempercepat pem-
bangunan sumber daya ma-
nusia unggul dan kepemim-
pinan masa depan bangsa.

Untuk mewujudkan hal 
tersebut, pemerintah akan 
memperluas jaringan SMA 
Taruna Nusantara dan 
membentuk sedikitnya 20 
sekolah serupa bernama 
SMA Garuda.

Sekolah tersebut diran-
cang sebagai model pen-
didikan unggulan untuk 
menjangkau lebih banyak 
daerah, sekaligus mem-
percepat pemerataan akses 
pendidikan berkualitas di 
Indonesia. ANT

Seperti diketahui, Bulan 
K3 Nasional tahun 2026 ini 
mengusung tema “Memban-
gun Ekosistem Pengelolaan 
K3 Nasional yang Profesio-
nal, Andal, dan Kolaboratif”. 

Menurut Irsan Widjaja, 
tajuk tersebut sangat relevan 
dengan karakteristik IMIP 
sebagai kawasan industri 
terpadu dengan banyaknya 
kinerja multi-sektor, padat-
nya mobilitas, kompleksitas 
proses dan keragaman ke-
pentingan berbagai pihak 
yang dapat menyebabkan 
risiko kerja tinggi, sehing-
ga memerlukan tata kelola 
yang baik.

“Dalam membangun eko-
sistem K3 di kawasan IMIP 
harus bertumpu pada tiga 
pilar utama. Pertama, pro-
fesional. Pengelolaan harus 
dijalankan oleh sumber daya 
manusia kompeten, terser-

tifikasi, dan berintegritas, 
khususnya pada area kritikal 
seperti keselamatan proses, 
pengendalian bahan kimia 
berbahaya dan kedaruratan.

Kedua, andal. Sistem K3 
harus berjalan efektif di 
lapangan, terintegrasi den-
gan proses bisnis melalui 
penerapan SMK3 dan meto-
de manajemen pengendalian 
risiko terbaru secara konsis-
ten. Dan ketiga, kolaboratif.

Pengelolaan K3 di IMIP 
hanya akan berhasil melal-
ui sinergi antara pengelola 
kawasan, perusahaan te-
nant, kontraktor, pekerja, 
pemerintah, serta seluruh 
pemangku kepentingan ter-
kait,” tegas Irsan Widjaja, 
Senin (12/01/2026).

Ia mengajak semua pi-
hak untuk menghilangkan 
toleransi dan tindakan atas 
kondisi tidak aman di lapan-

gan.  Manajer Occupational 
Health and Safety (OHS) PT 
IMIP, Johny Semuel, juga 
menekankan pentingnya 
kesehatan dan keselamatan 
kerja melalui pembacaan ke-
bijakan K3 yang diterapkan 
di kawasan industri mineral 
terintegrasi dan berfasilitas 
lengkap dari hulu hingga 
hilir tersebut. 

Dalam upacara yang 
turut dihadiri Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten 
Morowali, Ahmad, juga se-
kaligus diluncurkan “IMIP 
Life Saving Rule” (ILSR) 
sebagai pedoman standar 
keselamatan bagi karyawan 
pada area kerja berpotensi 
bahaya tinggi.

Secara rutin setiap bulan 
sepanjang tahun 2026, 12 
point pokok ILSR akan diso-
sialisasikan pada karyawan 
dan tenant-tenant dalam 

kawasan. 
“Setiap aturan dibuat un-

tuk melindungi nyawa kita. 
Tidak ada target yang lebih 
penting dari keselamatan 
dan orang di sekeliling. Ma-
suk kawasan sama dengan 
siap bekerja aman. Semua 
harus pulang selamat,” tegas 
Deputi Manager Departe-
men OHS PT IMIP, Rudi 
Cahyadi.

Sejumlah kegiatan ber-
langsung dalam rangkaian 
memeriahkan peringatan 
Bulan K3 Nasional di ka-
wasan IMIP hingga 12 Fer-
bruari 2026 mendatang. 
Mulai dari senam sehat, 
penampilan simulasi fire 
and resque , pemberian 
doorprize, lomba rangking 
1, kompetisi basket dan 
mini soccer, hingga K3 Go 
to Campus, K3 Go to School. 
*WAN

tantangan pembangunan 
daerah ke depan.

“Sinergi yang terpeli-
hara dengan baik sangat 
menentukan keberhasi-
lan pembangunan daerah, 
termasuk dalam pemba-
hasan setiap Rancangan 
Peraturan Daerah yang 
seluruhnya bermuara pada 
kepentingan masyarakat 
dan kemajuan Kabupaten 
Parigi Moutong,” ujar Ab-

dul Sahid dalam sambu-
tannya.

Lebih lanjut, Wakil Bupa-
ti menyampaikan terima 
kasih atas laporan Badan 
Anggaran DPRD terkait 
hasil evaluasi Gubernur 
Sulawesi Tengah terhadap 
Raperda APBD Kabupaten 
Parigi Moutong Tahun 
Anggaran 2026.

Pemerintah Daerah, kata 
dia, berkomitmen menin-

daklanjuti seluruh ketentu-
an dan rekomendasi yang 
disampaikan sesuai dengan 
peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

Di akhir sambutan, Wakil 
Bupati kembali memberi-
kan penghargaan kepada 
seluruh anggota DPRD, 
khususnya Badan Angga-
ran DPRD Parigi Moutong, 
atas proses pembahasan 
hingga pengesahan Raper-

da APBD Kabupaten Parigi 
Moutong Tahun Anggaran 
2026.

“Kami bersama DPRD 
bertekad memberikan yang 
terbaik bagi kepentingan 
masyarakat, demi mewu-
judkan kesejahteraan yang 
merata dan berkeadilan 
melalui pelaksanaan APBD 
Kabupaten Parigi Moutong 
Tahun Anggaran 2026,” 
pungkasnya. AJI

Ia menuturkan fasilitas 
lainnya yang mengalami 
kerusakan berupa bak air 
dan pipa air bersih di Ke-
camatan Labuan.

“Tanggul sepanjang 20 
meter juga rusak, semen-
tara beberapa titik akses 
jalan Trans Sulawesi dan 

jalan desa terputus atau 
tertutup material banjir 
dan longsor,” sebutnya.

Menurut dia, pemerin-
tah provinsi sudah men-
gerahkan satu unit alat 
berat untuk membuka ak-
ses jalan yang tertimbun 
material.

“Saat ini yang dibutuh-
kan berupa logistik, per-
baikan jembatan, pember-
sihan pascabencana terma-
suk normalisasi sungai,” 
ujar dia.

Sementara itu, Bupa-
ti Donggala Vera Elena 
Laruni menyebut sudah 

menetapkan status tang-
gap darurat agar seluruh 
proses penanganan dan 
perbaikan bisa segera di-
lakukan tanpa hambatan.

“Status tanggap darurat 
bencana selama tujuh hari 
hingga 18 Januari 2026,” 
kata Vera. ANT

Gayung bersambut, Men-
teri Hanif Faisol mengaku 
tergerak menindak tegas 
tambang perusak ling-
kungan usai melihat video 
banjir bandang yang dise-
babkan oleh tambang di 
kawasan Morowali Utara. 

“Setelah kasus banjir 
membuat kita berbenah 
untuk aktivitas pertam-
bangan nikel di Morowali. 
Kita telah membentuk tim 
sedang melakukan evalu-
asi dan pemetaan kepada 
seluruh areal kerja,” ucap 

Hanif Faisol. 
Audiensi ini menjadi 

bagian dari  komitmen 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah untuk menata 
sektor pertambangan agar 
berjalan sesuai ketentuan, 
berwawasan lingkungan, 

dan mengutamakan ke-
selamatan serta keberlan-
jutan alam. Karena bagi 
Sulawesi Tengah, investasi 
terbaik selalu aktif men-
jaga lingkungan dan ti-
dak merusak pemukiman 
rakyat. *WAN

GUBERNUR BERANI CUP 2026

SULTENG RAYA – Laga perdana Grup F 
Turnamen Sepakbola Gubernur BERANI 

Cup 2026 langsung menyuguhkan ton-
tonan spektakuler.

Isba Binangga tampil be-
ringas dan melumat Persito 
Torue dengan skor telak 
7-3 dalam pertandingan 
penuh drama dan hujan gol 
di Lapangan Patriot, Desa 
Bambalemo, Kecamatan Pa-
rigi, Senin sore (13/1/2026).

Sepuluh gol tercipta se-
panjang laga, namun satu 
nama paling mencuri per-
hatian, Ikbal. Striker tajam 
Isba itu tampil menggila 
dengan mencetak empat 
gol (quattrick) hanya dalam 
tempo babak pertama, se-
kaligus menjadi mimpi 
buruk bagi lini belakang 
Persito.

Sejak peluit awal dibun-
yikan, Isba langsung men-
gambil kendali permainan. 
Trio Ma’ruf, Edwin, dan 
Urim mendominasi lini 
tengah, memaksa Persito 
lebih banyak bertahan.

Tekanan itu berbuah ha-
sil pada menit ke-8. Seran-
gan balik cepat dari sisi kiri 
yang diawali umpan Ma’ruf 
diselesaikan dengan dingin 
oleh Ikbal untuk membuka 
keunggulan Isba, 1-0.

Empat menit berselang, 

pola serupa kembali mema-
tikan. Umpan jauh Ma’ruf 
kembali menemui Ikbal 
yang lolos dari pengawalan 
dan sukses menggandakan 
keunggulan menjadi 2-0 
pada menit ke-12.

Isba kian menggila. Kes-
alahan fatal kiper Persito, 
Lukman, yang gagal men-
gamankan bola di kotak pe-
nalti dimanfaatkan Wendi 
untuk mencetak gol ketiga 
pada menit ke-18. Skor 3-0 
membuat Persito kian ter-
tekan.

Penderitaan tim asal To-
rue itu belum berakhir. Ik-
bal kembali menunjukkan 
kelasnya dengan mencetak 
dua gol cepat pada menit 
ke-30 dan 31. 

Quattrick Ikbal memas-
tikan Isba menutup babak 
pertama dengan keunggu-
lan telak 5-0.

Memasuki babak kedua, 
Persito mencoba bangkit. 
Umpan-umpan pendek 
mulai diperagakan untuk 
menekan pertahanan Isba. 
Usaha itu membuahkan 
hasil lewat gol Moh. Rifai 
Moro pada menit ke-45 

yang memperkecil skor 
menjadi 5-1.

Momentum sempat ber-
pihak pada Persito setelah 
Alwin kembali menjebol 
gawang Isba yang dikawal 
Usman pada menit ke-50. 

Skor berubah 5-2 dan 
laga kembali terbuka.

Namun Isba tak tinggal 
diam. Lewat skema seran-
gan dari lini tengah, Fahrul 
mencetak gol keenam pada 
menit ke-55, memulihkan 
jarak keunggulan menjadi 
6-2.

Persito kembali meres-
pons cepat. Moh. Rifai 
Moro mencetak gol kedu-
anya (brace) pada menit 
ke-57, membuat skor be-
rubah 6-3.

Pesta gol Isba ditutup 
oleh pemain pengganti, 
Rangga, pada menit ke-69. 
Tendangan bebas Ma’ruf 
dari sisi kanan tak mampu 
diantisipasi sempurna oleh 
kiper Lukman, sekaligus 
memastikan kemenangan 
meyakinkan Isba Binangga 
dengan skor akhir 7-3.

Kemenangan telak ini 
menjadi sinyal kuat Isba 
Binangga sebagai salah 
satu kandidat serius di 
Grup F Gubernur BERA-
NI Cup 2026. Sementara 
Persito Torue harus segera 
berbenah jika tak ingin 
kembali menjadi korban 
berikutnya. AJI

KEMELUT di depan gawang Persito yang nyaris menghasilkan gol bagi Isba pada pertandingan perdana Grup F Turnamen Sepakbola Gubernur 
BERANI Cup 2026 di Lapangan Patriot, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Senin sore (13/1/2026). FOTO: ASLAN LAEHO
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Penandatanganan ber-
langsung di Ruang Polibu, 
Kantor Gubernur Sulawesi 

Tengah, Kamis (8/1/2026), 
dihadiri langsung Gubernur 
Sulawesi Tengah, Sekretaris 

GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafi d, diapit oleh para pimpinan perguruan tinggi sambil memperlihatkan naskah yang telah me-
reka tandatangani. FOTO: HUMAS

Wujud Dukungan, Unismuh Palu 
Ikut Teken Berani Cerdas

SULTENG RAYA - Rektor Universitas 
Muhammadiyah Palu bersama sejumlah 
pimpinan perguruan tinggi negeri dan dan 
swasta di Sulawesi Tengah melakukan pe-
nandatangan Naskah Kesepakatan Bersama 
dan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Program Berani 
Cerdas yang digagas Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah.

Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, para asisten dan 
staf ahli gubernur, serta 
pimpinan perangkat daerah.

Gubernur Sulawesi Ten-
gah Anwar Hafi d menegas-
kan bahwa Program Berani 
Cerdas merupakan program 
pertama di Indonesia yang 
secara berani memberikan 
beasiswa pendidikan tinggi 
secara gratis kepada seluruh 
generasi muda yang ingin 
melanjutkan studi ke per-
guruan tinggi.

Menurut Anwar, belum 
ada pemerintah provinsi lain 

yang mengambil langkah 
seberani Sulawesi Tengah 
dalam menjamin akses pen-
didikan tinggi bagi masya-
rakatnya.“Saya kira di Indo-
nesia ini belum ada provinsi 
yang bisa memberi program 
sebanyak ini,” ujar Anwar.

Ia menilai, Program Bera-
ni Cerdas dapat menjamin 
pemerataan pendidikan se-
kaligus meningkatkan kua-
litas Sumber Daya Manusia 
(SDM) di Sulawesi Tengah. 
Program tersebut, kata An-
war, bukan sekadar janji 
kampanye, melainkan upa-

ya nyata pemerintah daerah 
dalam memajukan provinsi 
melalui sektor pendidikan.

“Masa depan Sulawesi 
Tengah berada di tangan ge-
nerasi muda. Bukan sumber 
daya alam yang menentu-
kan, tetapi setinggi apa ku-
alitas sumber daya manusia 
yang kita miliki,” tegasnya.

Anwar juga mengungkap-
kan bahwa rata-rata lama se-
kolah masyarakat Sulawesi 
Tengah masih berada di 
angka sembilan tahun atau 
setara lulusan SMP. Kondisi 
ini, menurutnya, menjadi 
tantangan besar dalam me-
wujudkan cita-cita Generasi 
Emas 2045.

“Oleh karena itu, peme-
rintah provinsi siap me-
nanggung biaya pendidikan 
generasi muda melalui Pro-
gram Berani Cerdas agar 

beban orang tua semakin 
ringan,” katanya.

Ia berharap, dengan ada-
nya program tersebut, masy-
arakat dapat lebih fokus 
mendukung pendidikan 
anak-anaknya, sementara 
persoalan biaya pendidikan 
tinggi ditanggung oleh pe-
merintah daerah. 

“Biarkan biaya pendidi-
kan ini menjadi tanggung 
jawab pemerintah provinsi,” 
tegas Anwar.

Sementara itu, Rektor 
Unismuh Palu, Prof.Dr. H. 
Rajindra, SE., MM menyam-
paikan, keikutsertaan Unis-
muh Palu dalam penanda-
tanganan ini sebagai wujud 
komitmen institusi dalam 
mendukung program stra-
tegis pemerintah daerah, 
khususnya di bidang pendi-
dikan dan peningkatan kua-

litas sumber daya manusia. 
Program Berani Cerdas 

diharapkan mampu mem-
perkuat sinergi antara peme-
rintah provinsi dan perguru-
an tinggi dalam mendorong 
akses, mutu, serta keberlan-
jutan pendidikan tinggi di 
Sulawesi Tengah.

Dengan harapan agar 
kerja sama tersebut dapat 
mempererat kolaborasi an-
tara pemerintah daerah dan 
perguruan tinggi dalam 
pelaksanaan program pen-
didikan, penelitian, serta 
pengabdian kepada masy-
arakat.

“Melalui kerja sama ini, 
kami berharap dapat mem-
berikan kontribusi nyata 
bagi pembangunan daerah 
dan peningkatan kesejahter-
aan masyarakat,” ujar Prof 
Rajindra.ENG

Kegiatan ini dirangkaikan 
dengan rapat koordinasi ki-
nerja Tahun Anggaran 2026 
yang dihadiri oleh seluruh 
jajaran pimpinan di lingkun-
gan Universitas Tadulako. 
Revisi perjanjian kinerja di-
lakukan guna menyesuaikan 
target serta indikator kinerja 
masing-masing unit kerja 
dengan kebijakan anggaran 
terbaru, sekaligus memas-
tikan keselarasan antara 
kinerja unit dan kinerja uni-
versitas secara keseluruhan.

Selain itu, revisi perjanjian 
kinerja tersebut juga menjadi 
bagian penting sebagai data 
dukung dalam penyusunan 
Laporan Kinerja (LAKIN) 

Universitas Tadulako Tahun 
2025.

Rektor Universitas Tadu-
lako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., 
M.T dalam sambutan dan 
arahannya menegaskan bah-
wa kinerja tidak boleh di-
maknai sebatas pemenuhan 
administrasi, melainkan 
harus berdampak nyata.

Ia mengajak seluruh pim-
pinan unit kerja untuk mem-
berikan perhatian serius 
terhadap perencanaan ki-
nerja, termasuk pada aspek 
penganggaran ke depan 
agar lebih tepat sasaran dan 
mampu mendorong pe-
ningkatan kinerja unit kerja 
secara berkelanjutan.

SULTENG RAYA - Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
bersama Direktorat Kelem-
bagaan, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Kemen-
terian Pendidikan Tinggi, 
Sains, dan Teknologi Re-
publik Indonesia mengge-
lar pembukaan evaluasi 
lapangan terhadap rencana 
pembukaan Program Studi 
Spesialis Obstetri dan Gi-
nekologi, Penyakit Dalam, 
serta Ilmu Bedah. Kegiatan 
ini merupakan bagian dari 
tahapan persiapan penye-
lenggaraan pendidikan 
dokter spesialis di wilayah 
Sulawesi Tengah.

Pembukaan evaluas i 
lapangan tersebut berlangs-
ung pada Senin (12/1/2026) 
mulai pukul 09.00 WITA, 
bertempat di Aula Fakultas 
Kedokteran Untad. Kegi-
atan ini dihadiri oleh jajaran 
pimpinan Universitas Tadu-
lako, perwakilan Direktorat 
Kelembagaan Kemendikti-
saintek RI, perwakilan Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah, mitra rumah sakit, 
serta tim evaluator yang 
mengikuti kegiatan secara 
luring dan daring (hybrid).

Rektor Universitas Ta-
dulako, Prof. Dr. Ir. Amar, 
S.T., M.T., IPU., ASEAN 
Eng., dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa 
rencana pembukaan tiga 
program studi spesialis ter-
sebut merupakan bagian 
dari strategi pengembangan 
Untad, khususnya dalam 
penguatan kapasitas akade-
mik dan layanan kesehatan. 
Ia menegaskan komitmen 
Untad untuk mengoptimal-
kan pemanfaatan Rumah 
Sakit Untad yang sempat 
terdampak bencana alam 
tahun 2018 agar kembali 
berfungsi sebagai rumah 
sakit pendidikan.

Rektor juga menambah-
kan bahwa pengembangan 
pendidikan dokter spesialis 
di Untad akan didukung 
oleh pemanfaatan teknologi 
digital guna meningkatkan 
mutu pembelajaran dan la-
yanan kesehatan. Langkah 
ini diharapkan mampu men-
jawab keterbatasan jumlah 
tenaga dokter spesialis di 
Sulawesi Tengah. Menurut-
nya, kehadiran program 
studi spesialis di Untad 
akan memberikan manfaat 
besar bagi masyarakat ka-
rena calon dokter spesialis 
tidak lagi harus menempuh 
pendidikan ke luar daerah.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Tengah sekaligus 
Pelaksana Tugas Direktur 

RSUD Undata Palu, dr. 
Syahriar, M.Kes., menyata-
kan dukungan penuh peme-
rintah daerah terhadap pem-
bukaan Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS) di 
Untad. Ia menyoroti belum 
meratanya distribusi tenaga 
dokter spesialis, yang masih 
terkonsentrasi di wilayah 
perkotaan, sementara dae-
rah kabupaten dan wilayah 
terpencil masih mengalami 
kekurangan tenaga medis.

Melalui kolaborasi antara 
perguruan tinggi, rumah 
sakit pendidikan, dan peme-
rintah daerah, dr. Syahriar 
berharap pengembangan 
program studi spesialis ini 
dapat meningkatkan kuali-
tas sumber daya manusia bi-
dang kesehatan di Sulawesi 
Tengah serta memperluas 
jangkauan pelayanan kese-
hatan bagi masyarakat.

Secara daring, perwakilan 
Direktorat Kelembagaan 
Kemendiktisaintek RI, Prof. 
Dr. Med. Tri Hanggono 
Achmad, dr., menjelaskan 
bahwa pembukaan program 
studi spesialis di Untad se-
jalan dengan kebijakan nasi-
onal percepatan pemenuhan 
tenaga dokter spesialis. Ke-
bijakan tersebut difokuskan 
pada pengurangan ketim-
pangan distribusi tenaga 

PEMBUKAAN evaluasi lapangan pembukaan Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi, 
Penyakit Dalam, serta Ilmu Bedah tersebut berlangsung pada Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS

Untad Jalani Evaluasi Lapangan 
Tiga Prodi Dokter Spesialis

kesehatan, khususnya di 
Sulawesi Tengah, melalui 
pembukaan program studi 
strategis seperti Ilmu Bedah, 
Penyakit Dalam, serta Ob-
stetri dan Ginekologi.

Ia menekankan penting-
nya kolaborasi lintas sek-
tor antara perguruan ting-
gi, rumah sakit mitra, dan 
pemerintah daerah dalam 
menjaga mutu pendidikan 
dokter spesialis. Selain itu, 
turut disampaikan sejumlah 
strategi pendukung, terma-
suk pemberdayaan residen 
senior sebagai solusi jangka 
pendek untuk meningkat-
kan akses layanan kesehatan 
masyarakat. Ketua Tim Eva-
luator, Prof. Dr. dr. Ari Fah-
rial Syam, Sp.PD., KGEH., 
MMB., FINASIM., FACP., 
menjelaskan bahwa evalu-
asi lapangan yang dilaku-
kan bersifat kolaboratif dan 
suportif. Evaluasi ini tidak 
berorientasi pada penilaian 
semata, melainkan bertuju-
an mematangkan kesiapan 
institusi melalui pendam-
pingan, bimbingan, serta 
penguatan kemitraan den-
gan universitas pendamping 
dan rumah sakit jejaring. 
Menurutnya, sinergi seluruh 
pemangku kepentingan, 
dukungan kebijakan, serta 
komitmen bersama menjadi 
kunci utama dalam perce-
patan pembukaan program 
studi spesialis di Universitas 
Tadulako. Evaluasi lapan-
gan ini diharapkan dapat 
memastikan proses transisi 
menuju kemandirian pen-
didikan dokter spesialis 
berjalan optimal, sehingga 
Untad mampu berkontribusi 
nyata dalam peningkatan 
kualitas layanan kesehatan 
dan pemenuhan kebutuhan 
tenaga medis spesialis di 
Sulawesi Tengah.

Usai rangkaian sambu-
tan, kegiatan dilanjutkan 
dengan sesi foto bersama 
serta pemaparan kesiapan 
institusi oleh pihak Univer-
sitas Tadulako kepada tim 
evaluator.*ENG

REKTOR Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T 
menyaksikan penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja antara 
Rektor dan seluruh unit kerja, Senin (12/1/2026). FOTO: HUMAS

Untad Teken Revisi 
Perjanjian Kinerja dan 

Matangkan Target 2026

SULTENG RAYA-Universitas Tadulako 
(Untad) mengadakan Penandatanganan Re-
visi Perjanjian Kinerja antara Rektor dan se-
luruh unit kerja, Senin (12/1/2026). Kegiatan 
yang berlangsung di Aula Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untad terse-
but dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas 
perubahan pagu anggaran Tahun Anggaran 
2025.

“Perencanaan kinerja dan 
penganggaran harus mam-
pu memotivasi peningkatan 
kinerja unit kerja agar be-
nar-benar memberikan dam-
pak,” ujar Rektor.

Lebih lanjut, Prof. Amar 
menjelaskan bahwa penan-
datanganan revisi perjanjian 
kinerja kali ini juga dipen-
garuhi oleh adanya peruba-
han Indeks Kinerja Utama 
(IKU). Sejumlah usulan pe-
rubahan IKU yang diajukan 
oleh Untad tidak seluruhnya 
disetujui, sehingga tetap 
harus dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Salah satu tantangan yang 
disoroti adalah target maha-
siswa internasional. Dengan 
ketentuan minimal satu 
persen dari total mahasiswa 
aktif, Untad yang saat ini 
memiliki sekitar 43.000 ma-
hasiswa aktif dituntut untuk 
menerima kurang lebih 430 
mahasiswa internasional 
dalam satu tahun.

Menutup sambutannya, 
Rektor  menyampaikan 
apresiasi kepada Ketua dan 
Sekretaris Satuan Pengawas 
Internal (SPI) Universitas 
Tadulako yang telah res-
mi memperoleh sertifikat 
auditor. Menurutnya, pro-
fesionalisme dan akuntabi-
litas pengawasan internal 
merupakan aspek penting 
dalam mendukung tata ke-
lola universitas yang baik.

Melalui kegiatan tersebut, 
Universitas Tadulako berha-
rap seluruh unit kerja dapat 
meningkatkan komitmen 
terhadap pencapaian kiner-
ja, memperkuat koordinasi 
lintas unit, serta lebih siap 
menghadapi tantangan dan 
target kinerja pada Tahun 
Anggaran 2026 secara teru-
kur dan berkelanjutan.*ENG


